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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi

Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan

pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543

b/u/1987, dan ada sedikit perubahan yang secara garis besar dapat diuraikan

sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o ba’ b Be
< ta’ t Te
& §&’ $ es (dengan titik di atas)
z jim j Je
c ha’ h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha’ kh ka dan ha
3 dal d De
3 zal z zet (dengan titik di atas)
B) ra’ r Er
B) zai z Zet
o sin s Es
o syin sy es dan ye
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vl sad es (dengan titik di bawah)
ua dad de (dengan titik di bawah)
b ta’ te (dengan titik di bawah)
i) za’ zet (dengan titik di bawah)
d ‘ain Koma terbalik di atas

¢ gain ge

< fa’ ef

3 qaf qi

4 kaf ka

d lam ‘el

2 mim ‘em

o nan ‘en

3 wawu we

A ha’ ha

3 hamzah Apostrof

o y& ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat

yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:




Tanda Nama Huruf Latin | Nama | Contoh | Ditulis

- Fathah a a
- Kasrah i i Uad Fa’ila
i Dammah u u

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf;, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin | Nama | Contoh | Ditulis

Fathah dan ya ai adani | &S Kaifa

Lf -

Fathah dan au adanu| Js | Haula

Wawu

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya sebagai berikut:

T P
Fathah + Alif, ditulis a Contoh UL ditulis Sala

- - . l- = -0 -
fathah + Alif maksur ditulis Contoh _xewy ditulis Yas‘a

h + Ya’ mati ditulis T ° -
Kasrah + Ya’ mati ditu Contoh s ditulis Majid

D h + Wawu mati ditulis 0 RS
e e Contoh J 54 ditulis Yaqiilu
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D. Ta’ Marbiitah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

- Ditulis hibah

. Ditulis jizyah

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

M. . Ditulis »ni ‘matullah
A daxs

3.Bila tra marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan Aa (h).

Contoh:
JUb ! Ao, Raudah al-atfal
3)3‘“ " N Al-Madinah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

- Ditulis ‘iddah
0L

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyah atau syamsiyah ditulus al-

g
. Ditulis al-Syamsu
oy

Ditulis al-rajulu

Xii



G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

. Ditulis syai 'un
=
.oel Ditulis ta’khuzu
J=
e Ditulis umirtu
(&P J.A‘

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang

diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

Ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah

rEON| J»T

J. Singkatan

SWT. : Subhanahu Wa Ta’ala

SAW. . Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
No. : Nomor

Q.s. : Qur’an Surat

him. : Halaman

SHI - Sarjana Hukum Islam

JL - Jalan
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HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA
(Studi Atas Pemikiran Azyumardi Azra)
Ma’rifatun Hasanah
E-mail: hasanahmarifatun@yahoo.co.id
Program Studi Al-Ahwal Al-Asyakhsiyyah Jurusan Syari’ah
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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil Penelitian Kepustakaan yang berjudul “HUBUNGAN
ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA (Studi Atas Pemikiran Azyumardi Azra).”
Wacana tentang hubungan antara Islam dan politik, atau Islam dan negara senantiasa
menarik untuk dikaji. karena wacana tersebut juga melibatkan berbagai kalangan,
baik dari kiai, politisi, akademisi, partai maupun negara, dan juga melintasi rentang
waktu yang panjang dalam sejarah politik di negeri ini. Penelitian ini khusus
mengkaji hubungan Islam dan Negara dalam pandangan Azyumardi Azra. Dan
penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana
pandangan Azyumardi Azra tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia?
Kedua, bagaimana relevansi pemikiran Azyumardi Azra tentang hubungan Islam dan
negara menurut Azyumardi Azra kaitannya dengan politik Islam saat ini?

Data yang dihimpun dalam penelitian ini melalui, penelaahan terhadap buku-
buku, terutama karya-karya Azyumardi Azra tentang hubungan Islam dan Negara di
Indonesia dan karya-kaya yang lain relevan, yang kemudian dianalisis dengan
metode content analysis dan metode komparasi, dengan metode ini juga digunakan
untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa terwujudnya negara Islam menurut Azra
perlu adanya pemahaman keagamaan yang komprehensif dan utuh antara Islam dan
negara secara kontekstual sebagaimana terefleksi dalam negara Indonesia yang
secara konstitusional bukanlah negara teokrasi Islam, tetapi juga bukan negara yang
menerapkan ideologi sekuler. Oleh karena itu, terhadap rekan-rekan Islam yang
selalu berupaya mengintegrasikan Islam dan negara dalam bentuk negara Islam,
Azyumardi tidak sependapat dengan mereka. Hal ini dikarenakan pendekatan negara
seperti ini pada gilirannya hanya mempercepat proses radikalisasi gerakan Islam.
Karena penegakkan syari’ah Islam sebagai konsekuensi negara Islam akan selalu
inspiring, terlebih kalau dibumbui jihad dan legitimasi agama.

Hasil penelitian menyimpulkan yang pertama, pemikiran Azyumardi Azra
mengenai hubungan Islam dan negara dalam konteks ke-Indonesiaan adalah bahwa
Islam hendaknya difahami dan diaktualisasikan nilai-nilai substansialnya. Sehingga
secara formal tidak meniscayakan berdirinya negara Islam Indonesia. Islam secara
substansial mengatur pola ketatanegaraan dan pemerintahan tanpa mengharuskan
terlembaganya Islam dalam negara. Nilai substantif dimaksud adalah konsep syura
(musyawarah), al- ‘adalah (keadilan) al-khuquq al insaniyah (hak-hak kemanusiaan)
dan sebagainya. Kedua, Sosio-kultur sangat mempengaruhi terhadap konsep
pemikiran hubungan Agama dan Negara yang dikembangkan oleh Azyumardi Azra
Pemikirannya memiliki relevansi dengan “paradigma simbiotik”, yang memandang
hubungan Islam dan Negara sebagai reciprocal relation. Paradigma ini telah
menawarkan formalisasi Islam. Namun di dalamnya terdapat nilai-nilai demokratis
Meskipun Syari’at agama harus ditegakkan dalam sebuah negara, tetapi tidak
membatasi secara mutlak kepada masyarakat muslim untuk ikut andil dalam
menentukan kondisi sosial politik negara.

Kata Kunci: Azyumardi Azra, Islam, dan Negara
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Mas_alah

Wacana tentang hubungan antara Islam dan politik, atau Islam dan
negara senantiasa menarik untuk dikaji. karena wacana tersebut juga
melibatkan berbagai kalangan, baik dari kiai, politisi, akademisi, partai
maupun negara, dan juga melintasi rentang waktu yang panjang dalam sejarah
politik di negeri ini. Wacana tersebut telah melahirkan berbagai bentuk konflik
dan kompromi yang mencerminkan kekuatan sekaligus kelemahan kelompok
Islam itu sendiri. Dengan kekuatan dan kelemahan itu, Islam diharapkan bisa
lebih kongkrit berperan dalam kehidupan bernegara.

Agama Islam oleh pemeluknya diyakini akan dapat menyelesaikan
berbagai masalah, baik yang bersifat mental spiritual maupun fisik material.
Oleh karena itu, agama selalu dilibatkan oleh para pemeluknya untuk
merespon berbagai masalah aktual yang dihadapinya, sehingga kehadiran
agama secara fungsional dapat dirasakan.'

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam,
keterlibatan agama dalam merespon berbagai masalah kehidupan sosial
semakin jelas dan signifikan. Termasuk di Indonesia, dalam menempatkan
hubungan yang memungkinkan antara Islam dan negara. Karena masalah ini

seringkali menjadi problem yang bersifat mendasar. Oleh karenanya tidaklah

! Abuddin Nata (eds), Problematika Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Grasindo
Persada, 2002), hlm. ix.




mengherankan jika pemikiran tentang Islam dan negara ini sudah menjadi
diskusi dan perdebatan ulama sejak tempo dulu. Untuk menyebut beberapa
orang, di antaranya adalah Hasan al Banna, Sayyid Qutb, Rasyid Rida, Al
Maududi, ‘Ali Abd Raziq, Taha Husein dan Hussein Haekal.” Tidak hanya
tokoh-tokoh tersebut, banyak juga tokoh dan cendekiawan Muslim Indonesia
yang mendiskusikan format hubungan agama dan negara, yang di antaranya
ialah Abdurrahman Wahid, Munawir Sadzali, Bahtiar Effendi, Nurcholis
Madjid dan Azyumardi Azra.

Sebagian dari mereka seperti Hasan al Banna, Sayyid Qutb, Rasyid
Rida, dan Al Maududi, menyatakan bahwa Islam adalah agama yang
sempurna dan lengkap dalam bentuk peraturan bagi seluruh aspek kehidupan
umat manusia, termasuk kehidupan bernegara. Sebagian tokoh yang lain
seperti ‘Ali Abd Raziq dan Taha Husein berpendirian bahwa Islam adalah
agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan
kenegaraan. Sementara itu ada yang berpendapat bahwa di dalam Islam tidak
terdapat sistem kenegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi
kehidupan bernegara. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh
Moh.Husein Haikal, Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid dan Amin Rais.>

Wacana relasi agama (Islam) dan negara atau Islam dan politik sudah

banyak dikaji terutama semasa orde lama dan orde baru, demikian juga orde

reformasi. Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, Munawir Sazali, Bahtiar

2 Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara (Jakarta: Penerbit Kompas,

2002), him. vi.
3 Munawir Sjadzali, Islam dan Ketatanegaraan (Jakarta: Ul Press, 1998), him. 1-2.




Efendi merupakan beberapa tokoh yang sangat kritis dalam mengupas seputar

relasi agama dan negara.

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid di dalam Islam tidak
mempunyai konsep negara. Kata-kata al-daulah al-Islamiyah (negara Islam)
tidak pernah disebut dalam al-Qur’an. Al-Qur’an memang memakai istilah
baldah, tetapi ini dalam konteks sosiologis, yaitu negara yang baik, penuh
pengampunan Tuhan. Atas dasar ini, Islam berfungsi sebagai etika
kemasyarakatan (social ethics), scbab yang paling penting adalah pengaturan
(al-hukm), bukan al-daulah (negara).’ Senada dengan Abdurrahman Wahid,
Bahtiar Effendi menegaskan bahwa di dalam al-Qur’an terdapat berbagai
ungkapan yang mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis,
mengenai aktifitas sosial politik umat manusia.

Menurut Nurcholis Madjid menegaskan bahwa gagasan negara Islam
yang pernah muncul adalah kecenderungan yang bersifat apologetik. Dan
merupakan refleksi dari model pemahaman keagamaan yang bersifat legal-
formalistik. Dalam konteks ini, Islam yang hakiki bukan merupakan struktur
atau susunan atau kumpulan hukum, yang bisa melahirkan formalisme agama,
tetapi Islam sebagai pengejawantahan tauhid atau kekuatan spiritual yang
mampu melahirkan jiwa yang hanif, inklusif, demokratis serta menghargai
pluralisme.” Lebih lanjut Nurcholis, membicarakan Islam dan politik di
Indonesia melibatkan kekhawatiran dan harapan lama yang mencekam.

Daerah itu penuh dengan ranjau kepekaan dan kerawanan, sehingga pekerjaan

4 Abdurrahman Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara (Jakarta: Grasindo,

1999), him. 86.

5 Nurcholis Madjid, Islam Kemodernenan dan Kelndonesiaan (Bandung: Mizan, 1987),

him. 253-255.




harus dilakukan dengan kehati-hatian secukupnya. Tetapi berhati-hati tidak
berarti membiarkan diri terhambat dan kehilangan tenaga untuk melangkah,
sebab pembicaraan mengenai hal ini harus dilakukan juga, mengingat berbagai
alasan dan keperluan.’

Namun demikian ada seorang pemikir yang dalam hemat penulis
sangat menarik untuk dikaji pemikirannya mengenai relasi agama (Islam) dan
negara di Indonesia ini, yakni Azyumardi Azra.

Azyumardi Azra selama ini lebih dikenal sebagai pakar dalam bidang
sejarah, sehingga pemikirannya tentang agama (Islam) dan negara kurang
begitu mendapat perhatian. Pemikiran Azyumardi Azra tentang hubungan
Islam dan negara tidak banyak diperhatikan secara serius. Beberapa pokok
pikiran Azyumardi yang layak mendapat apresiasi dan dikaji lebih lanjut
adalah mengenai bentuk negara. Menurut Azyumardi, mendirikan negara
Islam tidak mungkin terwujud, karena tidak ada negara Islam dalam konsep
Islam. Piagam Madinah yang sering dijadikan sebagai titik tolak kelompok
pemikir seperti Hasan al Banna, Sayyid Qutb, Rasyid Rida, dan Al Maududi,
menurut pendapat Azyumardi Azra hanyalah eksperimen yang menunjukkan
pengalaman kenegaraan dalam Islam. Dalam al-Qur’an, hanya ada prinsip-
prinsip dasar bahwa sebuah negara dalam Islam harus bertitik tolak dari syura.

Akan tetapi, bagaimana menerjemahkan syura itu apakah dengan demokrasi

6 Nurcholis Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Yayasan Paramadina,
1999), him. 3




representasi atau dengan demokrasi langsung itu masih inferpreteable. Jadi,

konsep dan bentuk negara yang baku tidak ada dalam Islam.”’

Menurut Azyumardi, yang justru lebih penting adalah perlu adanya
pemahaman keagamaan yang komprehensif dan utuh antara Islam dan negara
secara kontekstual sebagaimana terefleksi dalam negara Indonesia yang secara
konstitusional bukanlah negara teokrasi Islam, tetapi juga bukan negara yang
menerapkan ideologi sekuler. Dengan demikian, apabila agama dipahami
secara ad hoc dan tidak utuh, yang muncul kemudian adalah fenomena
radikalisme dan klaim kebenaran yang memperburuk citra Islam menjadi
agama yang keras dan mensubordinasi agama lain. Dialektika proses ini
seringkali memunculkan kekerasan internal atau “circle of terror” yang sulit
dihentikan.”®

Menurut Azyumardi, bahwa kaum Muslimin Indonesia mulai dari
awal era Reformasi hingga sekarang ini akan masih “disibukkan” oleh
problematasinya hubungan antara Islam sebagai agama (din) dengan politik
(siyasah). Menurutnya, kalangan Islam politik menemukan momentumnya
pada saat reformasi dengan indikasi banyak berdirinya parpol Islam atau
berbasiskan umat Islam. Dalam konteks ini Islam politik dalam masa pasca
Socharto dapat dikategorisasikan ke dalam dua kelompok besar. Pertama,
Islam politik yang diwakili parpol Islam dan parpol yang berbasis umat
muslim yang merupakan arus utama Islam politik. Kelompok ini mencoba

memperjuangkan kepentingan Islam dan muslim melalui sistem dan kerangka

T Azyumardi Azra, Islam Substantif (Bandung: Mizan, 2000), him. 140-141.
® Azyumardi Azra, Konflik Baru antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme, dan

Pluralitas (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 57-58.




politik nasional bersama dan sekaligus berhadapan dengan kekuatan politik

nasional lainnya. Kedua, Islam politik yang tergabung dalam kelompok-
kelompok gerakan Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum
Komunikasi Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama’ah (FKAWJ), Hizb al-Tahrir,
Ikhwanul Muslimin Indonesia dan semacamnya. Untuk kategori pertama,
sebagian memperjuangkan Islam sebagai nilai etik, prinsip dasar dan semangat
kebangsaan seperti yang diperjuangkan PKB, sementara pada sebagian lainnya
menginginkan pemberlakuan piagam Jakarta, seperti PPP, PBB dan PK.
Untuk kategori kedua mereka melakukan gerakan memberantas berbagai
kemaksiatan terutama di Jakarta dengan dalih menegakkan amar ma ’ruf nahi
munkar’

Perkembangan yang cukup menarik adalah terjunnya kembali para
ulama dalam kancah perpolitikan nasional, di mana sebelumnya sebagian dari
mereka tidak ikut campur tangan dalam politik. Karena pengetahuan agama
yang mendalam dan ketinggian akhlak, ulama bergerak pada berbagai lapisan
sosial. Mereka mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat.
Pengetahuan dan power (kekuatan, kekuasaan) berkaitan amat erat, dan
konfigurasi keduanya merupakan kekuatan yang tangguh vis a vis
masyarakat.lo

Dari pemikiran di atas, maka menjadi menarik untuk mengangkat
tema hubungan Islam dan negara dalam perspektif cendekiawan muslim yang

dalam gagasannya merujuk kepada nilai-nilai ajaran Islam universal.

% Ibid, him. 169-171.
10 Azyumardi Azra, Konteks Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam (Jakarta:

Paramadina, 1999), him. 156.



Kelebihan Azyumardi Azra karena ia melandaskan pemikirannya pada aspek

kesejarahan yang mendalam dengan analisis yang tajam dan kritis terhadap

fenomena sosial politik kekinian.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakag di atas, maka permasalahan yang akan
dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pandangan Azyumardi Azra tentang hubungan Islam dan
negara di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Azyumardi Azra tentang hubungan Islam
dan negara menurut Azyumardi Azra kaitannya dengan politik Islam saat

ini?

. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Melihat rumusan masalah tersebut maka tujuan utama dari penelitian
ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Azyumardi Azra tentang
hubungan Islam dan negara di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Azyumardi Azra tentang
hubungan Islam dan negara menurut Azyumardi Azra kaitannya dengan

politik Islam saat ini.




Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai kontribusi dalam khazanah keilmuan khususnya dalam bidang
pemikiran Islam dan negara, serta eksistensi politik Islam di Indonesia.

2. Sebagai wacana dan bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya
umat Islam dalam menyikapi perbedaan antara hubungan Islam dan negara
di Indonesia, serta sebagai bahan untuk mengantisipasi merosotnya politik

Islam dalam kancah perpolitikan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai seleksi terhadap masalah-
masalah yang akan diangkat menjadi topik penelitian dan juga untuk
menjelaskan kedudukan masalah tersebut dalam masalah yang lebih luas. Dari
segi ini maka dapat dilihat bahwa telaah pustaka merupakan penelaah kembali
terhadap penelitian-penelitian yang hampir sama. Namun demikian, penulis
hanya melihat dalam sisi yang berbeda dalam penelitian yang lainnya.

Berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan ini, ada beberapa
buku, pustaka dan refferensi yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat,
antara lain:

Munawir Sjazali dalam bukunya Islam dan Ketatanegaraan, Ajaran,
Sejarah dan Pemikiran, mengemukakan bahwa hubungan Islam dan tata
negara telah dimulai dengan menengok kembali kandungan al-Qur’an dan
Sunah Rasul. Kemudian juga ditelusuri dari lorong-lorong sejarah

ketatanegaraan dunia Islam dengan memberikan perhatian khusus kepada pola




hidup bernegara dunia Islam semasa al-Khulafaurrasidin, kemudian juga dari
pokok-pokok pikiran sejumlah pemikir politik Islam zaman klasik, zaman
pertengahan dan zaman baru, dilengkapi dengan uraian singkat tentang pola
politik yang terdapat di sejumlah negara Islam yang ada sekarang ini."!

Nanang Tahqiq dalam buku Politik Islam, mengemukakan mengenai
paradigma politik Islam, bahwasanya sesungguhnya Islam bisa memadu
umatnya secara universal dari hal-hal yang bersifat normatif dogmatis (agidah
dan keimanan) sampai pada hal-hal berbau rasionalitas kontekstual, seperti
hal-hal yang berkaitan dengan perpolitikan.'?

Idris Taha dalam tulisannya yang berjudul Memahami Azyumardi
Azra, banyak menguraikan Azyumardi Azra secara mengesankan karena
begitu mendalam dan apresiatif. Menurutnya Azra merupakan sosok yang
dapat diandalkan pemikirannya karena ia merupakan salah satu tokoh
fenomenal yang kritis dan briliant. Dalam mainstream pemikiran Azra, Islam
haruslah dipahami secara arif dan komprehensif sehingga wajah Islam sebagai
rahmatan lil’alamin benar nampak dan mampu mengejawantahkan. Idris Taha
dalam tulisannya banyak mengupas sisi kehidupan pribadi Azra yang selalu
berkutat pada masalah keilmuan secara konsisten. Hal ini dapat dibuktikan
dari berbagai karya dan aktifitasnya yang mendapat sambutan luas secara
positif baik di kalangan akademisi, agamawan, politikus dan bahkan kalangan

elit pemerintahan."

"' Munawir Sjadzali, Is/am...., him. 233.
12 Nanang Tahqiq, Politik Islam(Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. viii.
13 |dris Taha, Memahami Azyumardi Azra (Bandung: Mizan, 2002), him. 34,
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Sedangkan skripsi yang berjudul “Konsep Politik Islam dalam
Perspektif Nurcholis Madjid” karya Agus,'* dalam skripsi ini walaupun
hampir sama dengan apa yang dilakukan penulis, yaitu mengenai konsep
politik Islam di Indonesia perspektif ilmuwan Indonesia, namun penelitian
penulis bukan dalam perspektif Nurcholis Madjid, akan tetapi tokoh
Azyumardi Azra. Perbedaan selanjutnya terdapat objek penelitian, objek
penelitian skripsi Agus memfokuskan hanya pada politik Islam, sedangkan
penulis pada hubungan Islam dan negara di Indonesia.

Artikel yang berjudul "Hubungan Agama dan Negara dalam Islam”
yang ditulis oleh Hani Astika, menjelaskan mengenai hubungan agama dan
negara dalam sejarahnya, konsep relasi agama dan negara dalam Islam, serta
hubungan Islam dan Negara di Indonesia. Dari hubungan Islam dan Negara di
Indonesia dalam artikel tersebut dapat digolongkan ke dalam 2 bagian, yakni
hubungan yang bersifat antagonistik dan hubungan yang bersifat akomodatif.'’

Sedangkan skripsi yang berjudul “Hubungan Islam Dan Negara Di
Indonesia Tahun 1998-2003 Dalam Perspektif Azyumardi Azra” karya
Misman,'® walaupun penelitian ini mirip dengan penelitian penulis, akan tetapi
penelitian ini memfokuskan hubungan Islam dan Negara dari tahun 1998-
2003, walaupun sama sumbernya yaitu Azyumardi Azra, akan tetapi apa yang

dikemukakan oleh saudara Misman tersebut, menekankan pada hubungan

' Agus, “Konsep Politik Islam dalam Perspektif Nurcholis Madjid (Jurusan Syariah: AS
STAIN Purwokerto), him. 75.

'> Hani Astika, “Hubungan Agama dan Negara dalam Islam”, dalam Jurnal Al-Manahij
Vol. 2 (Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2008), him. 61-73.

's Misman, “Hubungan Islam dan Negara Di Indonesia Tahun 1998-2003 Dalam
Perspektif Azyumardi Azra”, (Semarang: Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, 2007); lihat juga
http://222.124.207.202/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1. di akses tanggal
18 Nopember 2011.




11

Islam dan Negara pada konteks perpolitikan ke-Indonesiaan antara tahun
1998-2003, yaitu mengenai pergeseran kepemimpinan dari masa pemerintah
Soeharto sampai Megawati. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti,
tidak hanya berkisar pada tahun tersebut, bahkan penelitian penulis tidak
menekankan pada pergeseran kepemimpinan, tapi lebih kepada apa makna
Islam dan negara yang sesungguhnya, bagaimana peran dari Islam dalam
urusan perpolitikan di Indonesia. Menurut pandangan penulis walaupun mirip
namun berbeda, bahkan dilihat dari bab yang dibahas juga berbeda.

Dari semua kajian yang sudah ada ternyata belum ada yang mengkaji
secara khusus pemikiran Azyumardi Azra tentang hubungan Islam dan Negara
di Indonesia. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dikaji lebih lanjut
sejauhmanakah kerangka metodologis dan pisisi ideal bagi hubungan Islam

dan Negara dalam pemikiran Azyumardi Azra.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library
research), yakni meneliti buku-buku yang berhubungan dengan objek
kajian yang sedang disusun.'” Dalam penelitian ini akan dilakukan
penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang
sedang dibahas, terutama karya Azyumardi Azra serta karya-karya lain

yang mendukung.

' Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet. 1 (Jakarta:

Rineka Cipta, 1998), him. 202.




3. Metode Analisis Data

a. Metode Content Analysis

Menurut Holisti, content analysis merupakan teknik yang
digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan
karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.>*
Metode ini penulis gunakan untuk menggali dan mengungkapkan
seluruh pokok-pokok pemikiran Azyumardi Azra khususnya tentang
Islam dan Politik di Indonesia yang berbentuk buku ataupun karya tulis
lainnya.

. Metode komparasi (perbandingan)

Metode komparatif yaitu metode yang berorientasi pada
penemuan hubungan kausalitas. Analisis ini menggunakan pendapat-
pendapat, kemudian dibandingkan dengan yang lain.” Metode ini
penulis gunakan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara
pemikiran yang dinukil oleh Azyumardi Azra dengan pemikiran
Azyumardi Azra sendiri, sehingga relevansi antara pemikiran
keduanya bisa dipahami dengan mudah. Di samping itu, metode ini
juga digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dari pemikiran-
pemikiran Azyumardi Azra secara keseluruhan pada setiap

pembahasan.

24 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pengenalan dan Penerapan, cet.

1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), him. 18.
25 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005),




F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, sistematika penulisannya terdiri dari lima bab.
Uraian dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab satu tentang Pendahuluan, terdiri dari; Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi Islam dan Negara dalam Wacana Politik Pemikiran
Politik Islam, yang berisi: Islam: Konsep Ajaran dan Pemikiran Politik, yang
terdiri dari Konsep Ajaran Islam, Konsep Politik Islam dan Perkembangan
Pemikiran Politik Islam. Yang kedua membahas tentang Negara : Sejarah dan
tipologi, yang terdiri dari Definisi Negara, Teori Pembentukan Negara,
Bentuk-Bentuk Negara dan Tipologi Negara.

Bab ketiga, pandangan Azyumardi Azra tentang Islam dan Negara di
Indonesia, yang berisi biografi Azyumardi Azra, karya-karya Azyumardi Azra
serta pokok-pokok pemikirannya..

Bab keempat, berisi hubungan Islam dan Negara di Indonesia dalam
perspektif pemikiran Azyumardi Azra. Yang meliputi, pertama, Analisis
Pemikiran Azyumardi Azra Tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia
serta Analisis terhadap Pemikiran Azyumardi Azra Tentang Hubungan Islam
dan Negara di Indonesia dan Relevansinya dengan Politik Islam saat ini.

Bab lima Penutup, berisi Kesimpulan, dan Saran-saran Kemudian
bagian yang paling akhir berisi tentang Dafiar Pustaka, Lampiran-lampiran,

dan Daftar Riwayat Hidup Penulis.




BAB II
ISLAM DAN NEGARA DALAM WACANA
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

A. Islam: Konsep Ajaran dan Pemikiran Politik

1.

Konsep Ajaran Islam

Islam secara harfiah berarti pembebasan dari segala bentuk
perbudakan seperti menghalangi kemajuan umat manusia dan tidak
mengijinkannya mengikuti jalan kemuliaan dan kebajikan,' Islam juga
membawa kebebasan dari rasa takut dan ketertindasan. Dalam konteks ini,
Islam memberikan dua pemahaman; Pertama, dalam kehidupan
perorangan Islam bermaksud membuat ketetapan yang adil dan layak bagi
tiap individu sehingga memungkinkannya untuk menjalani hidup yang
bersih dan pantas. Kedua, dalam lingkup kolektif Islam mengatur segala
sesuatu sehingga semua kekuatan sosial suatu masyarakat diarahkan pada
peningkatan peradaban dan kemajuan manusia yang bertujuan
menciptakan keseimbangan kehidupan antara satuan-satuan dan
keseluruhan individu dan masyarakat.

Islam juga memiliki pengaruh pembebasan terhadap intelektualitas
manusia karena diametris Islam diperbandingkan dengan segala bentuk
takhayul dan doktrin klasik.”> Islam mengundang manusia untuk
memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya

dan mencoba untuk mendapatkan pemahaman tentang kehidupan di

| M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam menurui Fazlur Rahman (Y ogyakarta: Ul

Press., 2000), hlm. 69.

him. 25.

2 Fungky Kusnaedi Timur, /slam Agama Pembebas (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001),

15
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Seperti yang pernah disinggung Jalaluddin Rahmat,* umat Islam
Indonesia khususnya, sebagian besar telah terjebak pada “ekstremisme
ritual”. Karenanya, Jalaluddin Rahmat dalam berbagai kesempatan selalu
mendobrak kecenderunganl ritualisme ini yang konon merupakan salah
satu penyebab kemunduran umat Islam. Walaupun kita juga tidak akan
pernah lupa akan sejarah umat Islam yang dulu sangat komprehensip dan
holistik dalam menerima informasi agama.

Uraian di atas bukan berarti hendak mengarahkan pada
pemahaman sosial semata atas agama, sebab meskipun agama Islam lebih
menitikberatkan pada persoalan sosial, bukan berarti lantas menafikan
dimensi ritual, mistikal, dan intelektual dari agama. Idealnya, tentu
seimbang (wasaf), yakni disatu sisi tidak terlalu terjebak ke dalam
aktivitas sosial semata, dan disisi lain tidak melupakan kegiatan-kegiatan

ritual.

. Konsep Politik Islam

Agama dan Negara, adalah dua buah institusi yang sangat penting
bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya.’ Agama
sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital
karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial
kehidupannya. Dalam hal ini agama dijadikan sebagai alat ukur atau
pembenaran (justifikasi) dalam setiap langkah kehidupan, baik itu interaksi

terhadap sesama maupun kepada sumber agama itu sendiri. Pada sisi lain,

4 Jalaluddin Rahmat, Islam Alternatif, cet. 8 (Bandung: Mizan, 1997), him. 46.
5 John L. Esposito, Islam and Politics, terj. HM. Josoef Sou'yb, Islam dan Politik

(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), him. 38.
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negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan
mengenai tata kemasyarakatan berlaku dan mempunyai kewenangan

memaksa bagi setiap masyarakat. Di sini bisa saja aturan yang dibuat oleh
negara sejalan dengan agama, tetapi bisa juga apa yang ditetapkan

berlawanan dengan agama.

Tema mengenai politik Islam dalam hal ini yaitu hubungan agama
dan negara merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan
yang terus berkepanjangan dikalangan para ahli.® Hal ini disebabkan oleh
perbedaan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari
negara atau negara merupakan bagian dari dogma agama. Bahkan
dikatakan bahwa persoalan yang telah memicu konflik intelektual untuk
pertama kalinya dalam kehidupan umat Islam adalah berkait dengan
masalah hubungan agama dengan negara.’

Sebagaimana diungkap dalam konsep ajaran di atas, di mana salah
satu dimensi Islam adalah sosial atau consequentional dimensions, yakni
manifestasi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Atau dalam
pandangan Deliar Noer, Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu
agama dan masyarakat (politik).8 Akan tetapi untuk mengartikulasikan dua

aspek tersebut dalam kehidupan nyata merupakan suatu problem

® Dede Rosyada, et. al., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani, cet. ke-1 (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), him,

58.
" M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik (Yogyakarta: Tiara Wacana,

Cet. ke-1, 1999), him. ix. A |
8 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1996),

him. 1.
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tersendiri. Umat Islam pada umumnya mempercayai watak holistik Islam.
Dalam persepsi mereka, Islam sebagai instrumen Ilahiyah untuk

memahami dunia, seringkali lebih dari sekedar agama. Banyak dari

mereka malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai
agama negara.’

Titik pokok dari persoalan ini sesungguhnya lebih terletak pada
tataran konseptualisasi dan pola-pola hubungan antara keduanya.'® Di
mana perdebatan ini muncul dilatar belakangi oleh teks-teks agama sendiri
yang pola hubungannya dikotomis. Agama dan negara seringkali
dikesankan sebagai dua wilayah yang saling berhadapan. Misalnya,
hubungan dunia akhirat atau a/-dunya wa al-din. Baik al-Qur’an maupun
hadits banyak menyebut dua hal tersebut. Bahkan sering dijumpai
ungkapan al-Islam huwa al-din wa al-daulsh "'

Dalam Islam, negara bisa diterjemahkan dengan berbagai cara.
Perbedaan ini bukan saja disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis,
tetapi bersumber juga dari aspek teologis-doktrinal. Menurut Karim,
walaupun Islam mempunyai konsep khalitah, daulah, hukumah tetapi al-

Quran belum menjelaskan secara rinci bentuk dan konsepsi sebuah

12
negara.

9 Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam

Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1996), him. 15.

10 Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesantren Demokrasi (Yogyakarta: LKiS, 2000)

" Ibid.
12 M. Rusli Karim, Negara dan...., him. 1.




20

Dalam teori klasik Islam, telah dinyatakan tujuan dibentuknya
suatu negara adalah tidak semata-mata karena pemenuhan kebutuhan
lahiriyah belaka, melainkan juga kebutuhan ruhaniyah. Untuk kepentingan
ini agama dijadikan landasan bagi kehidupan kenegaraan. Dari sinilah
kemudian muncul jargon politik Islam: a/-Is/lam huwa al-din wa al-daulah
(Islam adalah agama dan negara),”’ yang berarti tidak ada pemisahan
antara agama dan negara. Sementara di sisi lain terdapat kelompok
sekuler, yang secara tegas menyatakan pemisahan antara agama dan
negara, dan tidak ada kewajiban untuk membangun sebuah negara Islam di
dunia ini. Pemegang konsep ini memandang bahwa agama adalah urusan
akhirat, sedangkan negara adalah urusan dunia.

Dalam Islam, hubungan agama dan negara menjadi perdebatan
yang cukup panjang di antara para pakar Islam hingga kini. Dalam lintasan
historis Islam, hubungan Islam dan negara dan sistem politik menunjukkan
fakta yang sangat beragam. Banyak para ulama tradisional yang
berargumentasi bahwa Islam merupakan sistem kepercayaan di mana
agama memiliki hubungan erat dengan politik. Islam memberikan
pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang
politik."

Terdapat tiga pemikiran terkait hubungan agama dan negara.
Pertama; negara adalah lembaga keagamaan dan sekaligus lembaga

politik. Karena itu kepala negara adalah pemegang kekuasaan dan agama.

13 Ipid, him. x.
14 Dede Rosyada, et. al., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): ..., him. 61.
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Teori ini menyuarakan bahwa Islam dan negara adalah dua hal
yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pengaturan kenegaraan, ranah
muamalah dan insania tidak bisa berdiri sendiri dan tidak dapat
dipisahkan dari ranah akidah dan syariah. Ini berarti, Islam tidak
terpisah dari negara, karena Islam mengatur segala aspek kehidupan
termasuk di dalamnya politik dan kenegaraan.'®

Paradigma ini dianut oleh kelompok syi’ah. Dalam pandangan
mereka, imamah atau kepemimpinan adalah lembaga keagamaan dan
mereka bagian dari rukun iman. Kekuasaan politik imamah hanya
diturunkan oleh Rasululiah SAW dna keturunannya saja (ah! al-bajt)."’

Dengan pemahaman yang demikian, maka teori ini melahirkan
konsep negara agama di mana kehidupan kenegaraan diatur dengan
menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep
al-Islam huwa al-din wa al-daulah (Islam adalah agama dan sekaligus
negara). Dalam negara agama yang seperti ini, hukum negara adalah
hukum agama, sehingga tidak dapat dibedakan mana aturan negara dan

mana aturan agama, karena keduanya menyatu.

. Paradigma Simbiotik (hubungan saling menguntungkan)

Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa antara Islam dan
politik (negara) adalah dua entitas yang dapat dibedakan tetapi tidak
dapat dipisahkan. Artinya, secara kelembagaan keduanya adalah

berbeda, tetapi bukan berarti tidak ada relasi sama sekali. Dalam

18 5.
Ibid.
19 Ridwan, Islam Kontekstual Pertautan Dialektis Teks dengan Konteks (Purwokerto:

STAIN Purwokokerto Press, 2008), him. 203.
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beberapa hal, Islam bisa saja berpengaruh terhadap masalah politik,
khususnya sebagai sumber etika dan moral di dalam pengelolaan
negara. Sebaliknya, karena Islam merupakan realitas yang dianut oleh
warga negara, negara juga memiliki kepentingan terhadapnya. Islam
misalnya, bisa menjadi salah satu kekuatan untuk menopang legitimasi
negara.”’

Dengan demikian, agama dan negara berhubungan secara
simbiotik, yakni hubungan yang bersifat timbal balik dan saling
menguntungkan. Agama memerlukan negara, karena dengan negara,
agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara membutuhkan agama,
karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan
etika dan moral spiritual. Fungsi agama dalam teori ini adalah sebagai
ruh (spirit) yang diharapkan dapat mengawal keberlangsungan
kehidupan bernegara dan bukan sebagai tujuan akhir. Oleh karenanya,
negara dan agama dalam teori ini tidak menjadi syarat utama
berlakunya suatu ajaran agama.?'

Paradigma inilah yang dikembangkan oleh pemikir sunni,
seperti al-Asy’ari, al-Bagilani, al-Mawardi, al-Juwaini, al-Ghazali, dan
sebagainya.”

Pandangan tentang simbiosis antara agama dan negara ini dapat
ditemukan dalam pemikiran al-Mawardi dalam kitabnya a/-Ahkam a/-

Sultaniyah. Pada baris pertama dalam kitab tersebut disebutkan bahwa:

20 Muhammad Walid, Teologi Politik..., him. 175.

2 Ibid, him. 176.
2§ Suyuti Pulungan, Figh Siyasah Ajaran, ..., him. 216-217.
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“Pemimpinan (imamalh) merupakan instrumen untuk meneruskan misi
kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.” Memelihara
negara dan mengatur dunia merupakan dua jenis aktivitas yang
berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan
dua dimensi dari misi kenabian. Menurut al-Mawardi, agama
mempunyai posisi sentral bagi sumber legitimasi realitas politik.
Dalam ungkapan lain, al-Mawardi mencoba mengkompromikan
realitas politik dengan idealistik politik dan menjadikan agama sebagai
alat justifikasi kebijakan politik.”

Dalam konteks ini, tampaknya al-Mawardi ~mencoba
menawarkan sebuah pendekatan politik yang pragmatik dalam
menyelesaikan persoalan politik ketika dihadapkan pada prinsip-
prinsip agama. Oleh karena itu, pemikiran al-Mawardi tentang politik
dianggap sebagai rasionalitas sejarah masyarakat Islam dan merupakan
bagian dari program yang diresmikan oleh khalifah al-Qadir dan al-
Qasim demi memperbaiki supremasi kekhalifahan sunni.

Dalam hal ini al-Ghazali menemukan teori hubungan agama
dan negara yang sangat dekat dan saling bergantung. Menurutnya
agama adalah dasar (usa/asas), sedangkan sultan (kekuasaan politik)
adalah penjaganya (Aaris). Sesuatu tanpa dasar akan runtuh dan suaty

dasar tanpa penjagaan akan hilang. Dengan demikian, sulthan
dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dunia.?*

23 Ridwan, Islam Kontekstual..., him. 204.
24 Ibid, him. 205.
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Menurut Abdurrahman Wahid, kelompok ini tampaknya
menggunakan pendekatan prinsipil dalam merumuskan gerakanya
mengenai hubungan agama dan negara, yang mana dari sumber-
sumber pemikiran Islam dan ajaran-ajarannya, ditarik sebuah prinsip
universal perlunya kedaulatan hukum ditegakkan, persamaan
perlakukan bagi semua warga negara di depan huku, pengambilan
keputusan berdasarkan kehendak warga terbanyak dari masyarakat dan
seterusnya adalah rangkaian patokan yang akan memungkinkan Islam
menjadi motor kehidupan bangsa dan negara, tanpa mempersoalkan
mana yang lebih unggul.?

Dari paparan di atas, tampak jelas bahwa paradigma hubungan
agama dan negara dalam pandangan politik sunni bersifat simbiotik.
Hubungan demikian mengidealkan pola hubungan kerja yang
interdependent. Para yuris Sunni lebih banyak mencoba
mengkompromikan realitas politik dengan idealitas politik yang
digariskan agama. Sebagai konsekuensi lanjutnya tidak jarang agama
dijadikan sebagai legitimasi untuk kepentingan politik.

3. Paradigma Sekularistik
Paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam atau

paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari

6
sebuah negara.2

25 Abdurrahman Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara (Jakarta: PT. Grasindo,

1999), him. 57.
26 Ridwan, Islam Kontekstual..., him. 203.
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Salah satu pemrakarsa paradigma ini adalah ‘Ali Abdul Raziq.
Pada tahun 1925, dia menerbitkan sebuah risalah yang berjudul A/-
Islam wa Usul al-Ahkam, yang banyak menimbulkan kontroversi. Isu
sentral dari risalahnya, adalah bahwa Islam sekedar keyakinan atau
hubungan ruhani antara individu dan Rabb-nya, sehingga tidak
memiliki hubungan sama sekali dengan urusan-urusan yang Kkita
namakan sebagai urusan materi dalam kehidupan di dunia ini.?’

‘Ali Abdul Raziq, seorang teoritikus dan ilmuwan muslim ini
berteori dan merekomendasikan negara sekular, yang dalam
datarannya memisahkan urusan negara dengan urusan agama.
Pemikirannya memicu kontroversi yang ujung-ujungnya beliau dipecat
dari jabatannya sebagai hakim syariah oleh Majelis Ulama tertinggi di
Mesir dan gelar profesornya dari Universitas al-Azhar pun dicopot.?

Hubungan agama dan negara dalam pemikiran ‘Al Abdul
Raziq dapat diambil beberapa teori pokok, yaitu:

a. Islam tidak mencanangkan sistem negara tertentu, apakah itu
monarkhi, republik atau apapun atas dasar syarat-syarat tertentu
yang kemudian dijadikan landasan bagaimana umat Islam
menentukan.

b. Bentuk pemerintahan yang didirikannya setelah wafat Nabi

Muhammad (yakni kekhalifahan) tidak memiliki landasan doktrin,

21 5. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah Ajaran, ..., him. 308.
28 \ fuhammad Walid, Teologi Politik..., him. 181.
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tetapi hanya berdasarkan pertimbangan pragmatis saja yang
kemudian baru dinyatakan legitimat dari segi doktrin.

c. Nabi Muhammad tidak diperintahkan dan juga tidak membangun
negara dalam otoritas spritualnya.?

‘Ali Abdul Raziq sendiri sebenarnya tidak bermaksud
mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak perlu mendirikan negara
atau pemerintahan. Sebagaimana dikatakan: Islam tidak menolak sama
sekali perlunya kekuasaan politik. Dalam al-Qur’an menurutnya,
Tuhan menyatakan perlunya pembentukan suatu pemerintahan atau
negara sebagai sarana untuk perjuangan kepentingan-kepentingannya.
Tetapi hal itu tidak berarti bahwa pembentukan suatu pemerintahan
menjadi ajaran pokok dalam Islam.*

Jadi, sekularisasi dalam Islam memilki arti lebih kepada proses
pembedaan antara bidang-bidang duniawi dan bidang keagamaan atau
rohani. Proses ini menunjukkan bahwa pada otonomi bidang-bidang
hidup manusia seperti bidang hukum, hidup sosial, ilmu-ilmu

pengetahuan atau negara dari pengaruh bidang agama.

. Perkembangan Pemikiran Politik Islam

a. Masa Klasik
Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke

Yatsrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Madinah

inilah untuk pertama kali lahir suatu komunitas, bebas dan merdeka di

 1bid.
3 1bid, him. 182.




bawah Nabi dan terdiri dari para pengikut yang datang dari Mekkah

(Muhajirin) dan penduduk Islam Madinah (Ansar). Perlu diingat
bahwa umat Islam di kala itu bukanlah satu-satunya komunitas di
Madinah. Di antara penduduk Madinah terdapat komunitas lain, yaitu
orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau
menerima Islam. Dengan kata lain, umat Islam di Madinah merupakan
bagian dari suatu masyarakat majemuk (heterogen).

Menurut ahli sejarah kemajemukan itulah yang kemudian
mendorong Nabi belum cukup dua tahun dari untuk mendeklarasikan
satu piagam yang dikenal dengan Piagam Madinah, yang mengatur
kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan
komponen-komponen masyarakat yang heterogen di Madinah.

Sebagian kaum muslimin menganggap bahwa Piagam Madinah
adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang
pertama dan yang didirikan Nabi di Madinah.*' Landasan kehidupan
bernegara untuk masyarakat majemuk yang terkandung dalam Piagam
madinah adalah : 1) Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari
banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas, 2) Hubungan antara
sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam
dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-

prinsip; bertetangga, saling membantu dalam menghadapi musuh

3! Munawir Sjadzali, Islam dan Ketatanegaraan; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta:
UI Press, 1990), him. 10-15.
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bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, dan
menghormati kebebasan beragama.*?

Dengan wafatnya Nabi, maka situasi yang sangat unik dalam
sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang
memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan
kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi. Dan situasi tersebut tidak
akan terulang kembali, karena menurut kepercayaan Islam, Nabi
Muhammad adalah nabi dan utusan Tuhan yang terakhir. Sementara
itu beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara
para sahabat yang harus menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin
umat. Dalam al-Qur’an atau hadist nabi tidak terdapat petunjuk tentang
bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara
sepeninggal beliau nanti, selain petunjuk yang sifatnya sangat umum
agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang
menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah, tanpa adanya
pola baku tentang bagaimana "musyawarah" itu harus dijalankan.

Itulah kiranya salah satu sebab utama mengapa dalam
pergantian kekuasaan pada empat khalifah ditentukan melalui
musyawarah, tetapi jalan yang ditempuhnya beraneka ragam.

Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan
dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi

wafat dan sebelum jenazah beliau dimakamkan. Di sini perlu diingat

32 1pid, him. 16.
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bahwa pertemuan yang menjadikan Abu Bakar dipilih sebagai khalifah
tersebut tidak direncanakan sebelumnya, melainkan berlangsung
karena dorongan keadaan.”

Semasa empat al-Khulafa al-Rasyidin tidak terdapat satu pola
baku mengenai cara pengangkatan khalifah atau kepala negara. Namun
ada pula pendapat yang menyatakan bahwa sistem tata negara Islam
yang harus diteladani oleh umat Islam adalah sistem yang berlaku pada
zaman al-Khulafa al-Rasyidin. Dengan alasan kehidupan masyarakat
dan kenegaraan pada waktu itu begitu kompak, teratur dan serasi, serta
diliputi oleh suasana kerukunan dan kekeluargaan, baik di dalam tubuh
pemerintahan maupun di antara komponen-komponen masyarakat.

Tetapi sayangnya lukisan yang indah itu tidak didukung oleh
realitas sejarah. Kenyataannya dari empat khalifah pertama hanya Abu
Bakar yang wafat secara alami. Pemerintahan ‘Umar, Usman dan ‘Ali,
masing-masing berakhir dengan pemberontakan.

Dengan wafatnya ‘Ali bin Abi Talib maka berakhirlah satu era,
era al-Khulafa al-Rasyidin, dan berakhir pula tradisi pengisian jabatan
kepala negara melalui musyawarah. Mu’awiyah bin Abu Sufyan
mendapatkan kedudukan sebagai khalifah tidak melalui musyawarah,

melainkan lewat ketajaman pedang dan tipu muslihat. Menjelang akhir
hayatnya Mu’awiyah bin Abu Sufyan menunjuk Yazid, anaknya,

sebagai calon penggantinya. Itulah awal dari lahirnya sistem monarki

33 Ibid, him. 21-22.
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atau kerajaan, di mana pengisian jabatan kepala negara ditentukan atas
dasar keturunan.** Dari perkembangan kehidupan pada masa itu dan
hingga masa selanjutnya yaitu dinasti Abasyiah hampir sama sekali
tidak pernah terjadi perubahan-perubahan yang diprakarsai atau
dilakukan oleh para penguasa yang bersifat konsepsional dan yang
mencerminkan bangunan atau aplikasi ajaran Islam tentang tata negara.
Sekalipun demikian dari periode itu terdapat juga beberapa hal
yang patut dicatat untuk kelengkapan observasi dan keseimbangan
penilaian. Dan tidak adil kiranya kalau tanggung jawab perubahan itu
harus sepenuhnya kita lemparkan kepada Mu’awiyah saja, karena pada
waktu itu terdapat pula banyak faktor objektif yang tidak mendukung
dipertahankannya sistem musyawarah. Faktor-faktor itu antara lain.
Pertama, sebagaimana halnya pada zaman Yunani Purba,
dengan tingkat kemajuan pada waktu itu, ketika perhubungan antar
wilayah dilakukan dengan berjalan kaki atau naik binatang
tunggangan, pengangkatan kepala negara melalui musyawarah itu
hanya mungkin selama wilayah negara itu masih belum luas, atau
negara itu masih merupakan apa yang dinamakan “negara kota” (city
state). Kedua, kekhawatiran akan terjadinya kekacauan bila khalifah

keburu meninggal sebelum menunjuk penggantinya. Ketiga; adanya

3% Ibid, him. 34.




32

sistem pemerintah negara-negara besar lain di luar dunia Islam, seperti
Byzantin, Persia dan Cina yang kesemuanya juga berbentuk kerajaan.*’
. Masa Pertengahan

Bila diperiksa lebih jauh, pertemuan di Balai Bani Sa’idah
merupakan awal yang sangat penting dalam sejarah politik Islam pada
masa awal Islam. Pertemuan ini bisa digambarkan sebagai pelaksanaan
syura pertama di kalangan umat Islam setelah wafatnya Nabi.
Pertemuan ini mempunyai dua konsekuensi penting dan berakibat jauh.
Pertama, para yuris (ahli hukum) Sunni abad pertengahan dan para
teolog telah membawa peristiwa-peristiwa sejarah ini ke dalam teori
konstitusional, diberi sanksi dan dibenarkan oleh prinsip-prinsip
syari’ah. Kedua, sejalan dengan perkembangan scjarah selanjutnya,
para yuris memusatkan teori politiknya pada masalah kekhalifahan-
imamah, terutama sebelum jatuhnya Baghdad pusat imperium
Abbasyiah ke tangan pasukan Mongol pada tahun 1258 M6

Setelah malapetaka politik ini para yuris mengalihkan doktrin

politik mereka dari masalah kekhalifahan kepada posisi syari’ah yang

dipandang dominan sebagai pengikat kehidupan umat. Masalah

kekhalifahan sebagai suatu tatanan politik dengan demikian

dikesampingkan, karena lembaga ini memang sudah ditelan sejarah.

Dengan kata lain para yuris merumuskan teori mereka atas

dasar kenyataan sejarah yang sedang dihadapi umat. Baru kemudian

% Ibid, him. 35-36. ) ) .
% Syed Mahmudunnasir, Islam: lts Concept & History, te1. Adang Afandi "Islam

Konsepsi dan Sejarahnya” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 273-274.
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mereka memutar otak mencari prinsip syari’ah untuk membenarkan
teori mereka.

Bertolak dari kenyataan ini, sekalipun kekhalifahan telah
menjadi suatu institusi politik dalam sejarah Islam, ia tidak punya
dasar dalam al-Qur’an atau Sunah. Sementara itu cukup penting untuk
diingat bahwa lebih dari tiga abad setelah Nabi mendirikan tatanan
sosio politik Islam di Madinah, baru para ahli hukum mulai
berspekulasi dan menyusun teori politik mereka, yaitu pada saat-saat
imperium Abbasyiah sedang menghadapi masa kemunduran pada abad
10 M.

Selama periode Umayyah (661-750 M), kita belum mengenal
suatu pemikiran politik oleh para yuris-teolog Islam. Keadaan

semacam inilah, yang menjelaskan pada umumnya sifat apologetik dari

. . 7
teori-teori Islam tentang negara.3

Ada dua faktor dominan yang memberikan latar belakang
sosiologis kepada teori golongan Sunni tentang masalah kekhalifahan
dan imamah. Pertama adanya kemunduran politik imperium
Abbasyiah. Manakala gejala kemerosotan semakin kentara, maka
semakin spekulatif lah para yuris merumuskan doktrin politiknya.

Untuk alasan ini mereka berani menggunakan hadits politik
apapun tanpa dipertanyakan secara kritis, apalagi ditimbang dengan

jiwa al-Quran. Dalam banyak kasus, doktrin mereka terutama

¥ Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Masalah..., him. 21.
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mencerminkan kepentingan tipe Islam imperium, bukan Islam al-
Qur’an. Tujuan teori ini terutama mempertahankan integritas, stabilitas
dan keamanan sebuah imperium, sekalipun dengan —tanpa mereka
sadari-mengorbankan cita-cita al-Qur’an, seperti mengabaikan prinsip-
prinsip syura, persamaan bagi semua umat Islam, tanpa memandang
ras, asal usul dan hubungan darah dengan Nabi.

Dari sisi penglihatan al-Qur’an, doktrin khas semacam ini sama
sekali tidak punya dasar dan akan goyah bila diuji dengan kritik
sejarah. Dalam Islam, pertalian darah tidak punya nilai bila
dibandingkan dengan pertalian agama. Doktrin persamaan antar
manusia merupakan “aksioma dalam Islam”. Dengan dasar ini,
kepemimpinan politik adalah terbuka bagi setiap muslim asal ia punya
kualifikasi untuk itu serta memperoleh dukungan dari mayoritas
anggota umat.*®

Kedua; adanya serangan efektif di bidang politik, agama dan
intelektual dari golongan Syi’ah, Khawarij dan Mu’tazilah terhadap
kekuasaan politik Abbasyiah. Sebagai konsekuensi logis dari tekanan
sejarah ini, para yuris Sunni mengembangkan doktrin mereka untuk
berurusan dengan kenyataan-kenyataan yang sedang dihadapi. Juga
dengan latar belakang yang semacam inilah kita dapat memahami
sikap para yuris yang tidak kritis dalam mengembangkan hak Quraisy

atas kedudukan khalifah.

38 Ibid, him. 22-23.




Pada masa pertengahan ini pula, lahir beberapa pemikir politik

Islam yang mempunyai pengaruh kuat pada fase selanjutnya. Seperti
Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Mereka
itu kiranya dapat dianggap sebagai eksponen-eksponen yang mewakili
pemikiran politik di dunia Islam pada zaman Kklasik dan zaman
pertengahan.

Terdapat dua ciri umum pada gagasan politik dari para pemikir
tersebut. Pertama, pada pendapat mereka tampak jelas adanya
pengaruh alam pikiran Yunani, terutama pandangan Plato, meskipun
kadar pengaruh itu tidak sama antara satu pemikir dengan pemikir
yang lain. Kedua, selain Farabi, mereka mendasarkan pikirannya atas
penerimaan terhadap sistem kekuasaan yang ada pada zaman mereka

masing-masing,*

. Masa Modernis dan Fundamentalis

Setidaknya ada tiga paradigma pemikiran politik Islam yang
dapat ditemukan pada periode modern, yaitu paradigma tradisional,
modern dan fundamental.

1) Paradigma Tradisional
Paradigma ini menekankan realisme didasarkan atas norma-
norma Islam. la menerima kehalifahan klasik dan dalam
kekosongannya, institusi-institusi politik lain seperti kesultanan

yang berkembang berabad-abad di bawah sinaran ajaran-ajaran

3 tbid, him. 23.
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syari’ah dan kebutuhan-kebutuhan ummat. Oleh karena itu
kelompok ini ada yang terobsesi untuk menghidupkan kembali
kehalifahan ideal yaitu al-khilafah al-Islamiyyah, seperti pada
masa al-Khulafa al-Rasyidin dan ada juga yang berupaya untuk
tetap mempertahankan realisme tradisional dengan berusaha
mempertahankan kehalifahan Utsmani.*’ Di antara para tokoh yang
termasuk penganut aliran ini adalah Abdul Kalam Azad dan Rasyid
Ridha.
Paradigma Modern

Paradigma ini bertentangan secara diametral dengan
paradigma tradisional. Kaum modemis berpendapat bahwa
penyebab keterbelakangan peradaban umat Islam adalah stagnasi
intelektual dan kekakuan ulama dalam memahami Islam dan dalam
menanggapi dinamika kehidupan moderen. Karena itu pemikir
modernis menyerukan dibukanya kembali ijtihad, yang dengan itu
revitalisasi Islam dapat ditempuh. Untuk revitalisasi ini yang biasa
digambarkan sebagai upaya yang mencakup gagasan fajdid dan
islah pemikir modernis mengusulkan berbagai pendekatan,
termasuk rasionalisasi, sekularisasi, dan rekonstruksi Islam dan
pemikirannya. Para pemikir modernis mengajukan berbagai konsep

pendekatan sesuai dengan setting sosio-kulturalnya.* Penganut

% M. Din Syamsudin, Islam dan Politik Orde Baru (Jakarta: PT. Logos Wacana limu,

2001), him. 117.
1 Ibid, him. 128.




teori ini seperti Muhammad Abduh, ’Ali ’Abd al-Razig, dan

Muhammad Igbal.
3) Paradigma Fundamental

Paradigma ini meyal;ini bahwa Islam sebagai agama yang
menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam dipandang
sebagai sistem, mencakup seluruh wilayah kultural (cultural
universal). Dan menekankan perbedaan (distinctiveness) dan
pertentangan antara Islam dan Barat, serta yakin pada kebenaran
Islam yang menghadapi tantangan dari Barat. Karena wilayah
agama juga meliputi Negara atau politik maka agama dan Negara
tidak dapat dipisahkan (integrated). Penganut teori ini adalah

‘Abdul A’la al-Maududi dan Sayyid Qut.

B. Negara : Sejarah dan tipologi

1. Definisi Negara

Menurut kodratnya manusia adalah seorang pribadi sosial yang
hidup dalam suatu masyarakat supaya bersama dengan manusia lain dapat
berkembang. Maka, mau tak mau manusia harus hidup bersama dalam
masyarakat. Satuan hidup yang fundamental dan Ferkecil adalah keluarga.
Tetapi keluarga serta masyarakat-masyarakat lain yang berdasarkan
hubungan alam (suku atau bangsa) atau kehendak bebas untuk bersama

(desa, kota, organisasi) tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan besar

seperti keamanan, pendidikan tinggi, kepastian hukum dan sebagainya.
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memaksakan keinginannya atas anggota-anggota komunitas itu.
Singkatnya negara berarti suatu otoritas publik yang mempunyai
kekuasaan untuk memaksakan peraturan-peraturan hukumnya atas
individu-individu yang keselamatannya berada di bawah naungan (negara
itu). Dengan demikian tujuan berdirinya sebuah negara adalah untuk
menjaga, memelihara dan memaksakan hukum untuk menciptakan suatu
ketertiban dalam masyarakat.
2. Teori Pembentukan Negara
a. Teori Ketuhanan
Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu,
terjadi atas kehendak Tuhan. Asal usul negara dan silsilah para
penguasa dikembalikan sampai kepada dewa-dewa. Misalnya raja
Iskandar Zulkarnain dinyatakan putra dewa Zeus Anamon. Penganut
teori ini adalah Friedrich Julius Stahl (1802-1861), seorang bangsa

Jerman. Ia menyatakan:

"Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar,

melainkan disebabkan perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh
n 45

disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan".
Sisa-sisa teori ketuhanan masih dapat kita lihat dalam Undang-
Undang Dasar berbagai negara, yang mencantumkan kalimat, Berkat

rahmat Allah atau “By the grace of God”*

45 Ahmad Roestandi & Zul Afdi Ardian, Tata Negara I (Bandung: CV. Armico, 1987),

him. 38.
* Ibid.




. Teori Perjanjian Masyarakat

Teori ini disusun berdasar pada anggapan bahwa sebelum ada
negara, manusia hidup secara sendiri dan berpindah-pindah dari satu
tempat ke tempat lain. Disana tidak dikenal adanya peraturan, mereka
bermusuhan dan saling membunuh. Ini dilukiskan dalam peribahasa
latin ”Homo homini lupus” (manusia menjadi serigala bagi manusia
lain). Oleh karena manusia dianugerahi akal (ratio), mereka tidak
menghendaki kepunahan jenisnya, serta mendambakan kehidupan
yang tertib dan tenteram. Untuk itu mereka bersama-sama mengadakan
suatu kesepakatan yang disebut perjanjian masyarakat” (contract
social). Penganut teori ini di antaranya Grotius, Thomas Hobbes, John

Locke, dan Jean Jacques Rousseau serta Inmanuel Kant.*’

. Teori Kekuasaan

Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk karena
kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama kali mendirikan negara,
karena dengan kekuatannya ia berkuasa untuk memaksakan
kehendaknya kepada orang lain. “Raja yang pertama adalah prajurit
yang berhasil”, demikian sindiran Voltaire (1694-1778), untuk
melukiskan bahwa negara terbentuk karena kekuasaan.

Bertalian dengan itu Karl Marx juga berpendapat bahwa negara
timbul karena kekuasaan. Menurutnya sebelum ada negara di dunia ini

terdapat masyarakat komunis purba, yang mana pada masa tersebut

7 1bid, him. 39.




41

belum dikenal hak milik pribadi. Semua alat produksi menjadi milik
seluruh masyarakat. Adanya hak milik pribadi menyebabkan
masyarakat terpecah dalam dua kelas yang bertentangan. Yaitu kelas
pemilik dan kelas bukan pemilik alat produksi. Kelas pemilik belum
merasa aman dengan kelebihan yang dimilikinya dalam bidang
ekonomi. Mereka memerlukan “organisasi paksa”, yaitu negara.

Pendirian Marx ini kemudian diikuti oleh Harold J. Laksi.*®

. Teori Hukum Alam

Para penganut teori ini menganggap adanya hukum yang
berlaku abadi atau “universal”, tidak berubah, berlaku dalam setiap
waktu dan tempat. Teori ini menyatakan bahwa asal mula terjadinya
negara adalah sangat sederhana.

1) Karena adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka
ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk
memenuhi keinginan dan kebutuhannya tersebut.

2) Karena manusia secara sendiri-sendiri tidak dapat memenuhi
kebutuhannya tanpa berhubungan dengan manusia lain. Maka
manusia harus menghasilkan sesuatu lebih dari keperluannya
sendiri untuk dipertukarkan.

3) Karena seringnya merek saling menukarkan hasil buatannya dan

bergabung bersama mereka, maka berdirilah “desa”.

*8 Ibid, him. 41.




4) Kemudian antara desa satu dengan desa yang lain saling

berhubungan maka terbentuklah masyarakat (negara). Jadi asal
mula terbentuknya negara dapat digambarkan sebagai berikut:
Keluarga->Kelompok->Desa->Kota/Negara. Penganut teori ini

seperti Plato, Aristoteles dan Thomas Aquino.*

3. Bentuk-bentuk Negara

Menurut Muhammad Walid ada 3 bentuk negara yang baik:

a. Monarkhi

Monarkhi (berasal dari Yunani monas yang berarti satu dan
archein yang berarti menguasai atau memerintah) atau kerajaan, adalah
bentuk pemerintahan yang mana seluruh kekuasaan dipegang oleh
seseorang yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum. Kerajaan
dapat dibedakan berdasakan cara pelaksanaan kekuasaan yaitu
kerajaan mutlak (despotis), yaitu kerajaan di mana raja
menyelenggarakan kekuasaan sesuai dengan kemauannya sendiri tanpa
mengindahkan kemauan-kemauan lainnya, dan kerajaan konstitusional,
yaitu di mana kekuasaan raja dibatasi oleh suatu hukum dasar atau
konstitusi.”’

Monarkhi merupakan sistem yang sangat tua dalam catatan
kenegaraan di dunia. Bentuk negara ini telah muncul sejak manusia
belum mengerti tentang huruf dan tradisi catatan sejarah belum pernah

ditulis. Oleh karena itu, tradisi pemerintahan monarkhi justru dipelajari

* Ibid, him. 41-43.
5 Muhammad Walid, Teologi Politik..., him. 20.
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i o |
dari mitologi dan cerita-cerita rakyat pada berbagai bangsa di dunia.
Jadi, dapat dikatakan bahwa hanya pada masyarakat primitif bentuk

pemerintahan monarkhi dikenal dan dipraktikkan secara benar.”!

b. Aristokrasi
Aristokrasi berasal dari Yunani Aristos: kaum bangsawan atau

cendekiawan dan kratein: kekuasaan, adalah bentuk pemerintahan

yang mana kekuasaan negara berpusat pada beberapa orang yang

berusaha mewujudkan kesejahteraan umum. Bentuk ini disebut dengan

Aristokrasi karena orang-orang yang berkuasa adalah orang-orang

yang baik dan yang senantiasa berusaha mewujudkan kesejahteraan

umum.>?

Prinsip yang mendasari aristokrasi adalah kesadaran tentang

adanya kecapakan yang berbeda dan keyakinannya tidak semua orang

dapat memerintah. Berangkat dari pemahaman itu, proses yang terjadi

pada suatu negara tidak bergantung pada sistem, tetapi pada

kecakapan, kejujuran, kapasitas atau kemampuan pada pemimpin.
Dengan demikian, aristokrasi sangat percaya dan menggantungkan diri
pada figur dan bukan pada sistem.

Rousseau menyatakan bahwa berdasarkan asal muasal dan
sumber rekrutmennya, ada tiga tipe aristokrasi, yaitu: 1) tipe alamiah

(natural), artinya seorang pemimpin akan muncul secara alamiah dan

berdasarkan seleksi alamiah, 2) tipe pilihan (electrive), artinya

' Ibid.
52 Ipid, him. 21.




pemimpin akan diangkat melalui seleksi, hanya saja sistem atau

pengaturan pemilihan, dalam arti orang atau lembaga yang berhak
menentukan pilihan akan menjadi persoalan, dan 3) tipe turun menurun
(heredity), artinya suksesi kepemimpinan akan terjadi berdasarkan
keturunan sang penguasa. Tipe terbaik menurut Rousseau adalah tipe
pilihan, meski di dalam realitasnya, tipe ini sangat utopis dan belum
pernah terjadi.*
. Polity

Polity ialah bentuk pemerintahan yang mana seluruh warga
negara ikut serta mengatur negara dengan maksud mewujudkan
kesejahteraan umum. Polity ini ditafsirkan oleh Garner sebagai bentuk

pemerintahan yang menyerupai bentuk pemerintahan demokrasi

konstitusional dewasa ini.>*
Sedangkan tiga bentuk pemerintahan yang buruk yang

merupakan bentuk kemerosotan dari bentuk pemerintahan baik

adalah:S 5

a. Tirani

Tirani adalah bentuk pemerintahan yang mana kekuasaan
juga berpusat pada satu orang, tetapi ia berusaha mewujudkan

kepentingan sendiri dan tidak mengindahkan kesejahteraan umum

53 tbid, him. 22.
34 Ibid.
55 Ibid, him. 23.
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b. Oligarkhi
Oligarkhi (dialihkan dari Oligoi: beberapa dan Archein)
adalah pemerintahan beberapa orang yang mengutamakan
kepentingan golongannya sendiri.
c. Demokrasi
Demokrasi (demos: rakyat dan kratein) adalah bentuk
merosot dari polity. Aristoteles menganggap demokrasi sebagai
bentuk merosot karena berdasarkan pengalamannya sendiri, bahwa
penguasa-penguasa di negara kota yang demokratis adalah ternyata
korup. Demokrasi terbago menjadi dua, yaitu demokrasi murni
atau langsung, yaitu demokrasi di mana kehendak langsung rakyat

dinyatakan dalam pertemuan, dan demokrasi perwakilan atau tidak

langsung, yaitu bentuk pemerintahan yang paling banyak

ditemukan, di mana kehendak rakyat dinyatakan melalui wakil-

wakil yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu.

4. Tipologi Negara

Tidak terdapat suatu kesepakatan mengenai tipologi atau pun
bentuk dari sebuah negara. Bahkan seringkali tipologi negara dikacaukan
oleh bentuk-bentuk pemerintahan. Menurut Ma’mun Murod terdapat enam
bentuk negara. Pertama; tipe negara formal, di mana negara diposisikan
sebagai lembaga formal dengan sudut pandang normatif yuridis. Kedua;
negara kapiyalistik klasik, tipe ini menganggap bahwa negara sebagai
organ kemasyarakatan dengan peran yang kecil. Fungsi negara juga hanya

didefinisikan secara umum, yaitu sebagai agen pelayan masyarakat.
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Ketiga, tipe negara korporatis, di mana negara memiliki
kemandirian cukup besar, tapi negara mengikutkan masyarakat dalam
setiap pengambilan kebijakan, melalui wakil-wakilnya di lembaga
pemerintahan, maupun lembaga legislatif.

Keempat; tipe negara organis, negara mempunyai kemandirian
yang cukup besar dan bukan merupakan cerminan dari tuntutan dan
kepentingan dalam masyarakat. Negara berperan aktif dan mengambil

keputusan tidak secara demokratis. Kelima; tipe negara Marxis klasik,

keberadaan negara dipandang sebagai badan yang tidak mandiri. Negara

hanya berfungsi sebagai manajer pengelola kepentingan dari kaum

”borjuis”. Fungsi negara di sini berubah menjadi alat pemaksa terhadap
kaum ”proletar”. Keenam; tipe negara pluralis, di mana negara berfungsi

sebagai institusi netral dari aktor sosial politik yang menguasai dan

mempengaruhi negara.56

Adapun mengenai bentuk negara di dunia barat, M. Hasbi

Amiruddin membaginya ke dalam lima masa. Pertama; masa Yunani

kuno. Pada masa ini terdapat beberapa bentuk negara di antaranya,
Aristokrasi (pemerintahan berpegang pada keadilan), Timokrasi (segala
kebijakan hanya untuk kepentingan penguasa) dan Oligarki (sifat dan jiwa
pemegang kuasa mempengaruhi sifat pemerintahan).

Kedua; masa Romawi Kuno, di mana bentuk negara yang ada

adalah monarki atau kerajaan. Ketiga; masa Pertengahan. Pada masa inj

56 Ma'mun Murod al-Brebesy, Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur & Amin Rg;
tentang Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), him. 41-43. als
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gereja (baca: agama) mulai memainkan peran penting dalam
ketatanegaraan.
Peran agama yang diwakili Paus menyebabkan Kristen menjadi

agama resmi negara. Namun oleh karena Kristen tidak memiliki konsep

negara, maka ajaran sekularisme berkembang dengan pesat.
Keempat; masa Renaissance. Masa ini merupakan awal

kebangkitan bidang keilmuan filsafat, termasuk didalamnya teori-teori

ketatanegaraan.

Akan tetapi pada masa ini sebagian besar negara yang ada, masih
berbentuk monarki atau kerajaan tanpa hukum. Kelima; masa Modern,
dimana bentuk negara yang ada hanya terdiri dari dua, yaitu republik dan

monarki. Kedua istilah tersebut telah mengalami pergeseran makna. Istilah

monarki pada saat ini yaitu lembaga kenegaraan yang disebut kepala
negara, yang mempunyai kedudukan khusus berbeda dengan kedudukan
kepala negara yang lain. Kekhususannya adalah bahwa lembaga ini dapat

bersifat turun temurun atau dapat diwariskan. Adapun negara republik

dapat berbentuk:

a. Republik dengan sistem pemerintahan rakyat secara langsung, atau

dengan sistem referendum.
b. Republik dengan sistem perwakilan atau parlementer.

c. Republik dengan pemisahan kekuasaan, atau presidential.”’

57 M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman, (Y ogyakarta: Ull

Press., 2000), him. 69.




| BAB III

AZYUMARDI AZRA DAN PEMIKIRANNYA

A. Biografi Singkat Azyumardi Azra

Nama lengkapnya adalah Azyumardi Azra dilahirkan pada 4 Maret
1955 di Lubuk Alung, Sumatra Barat dan dibesarkan dalam lingkungan
keluarga yang agamis. la merupakan anak ketiga dari enam bersaudara.
Ayahnya berprofesi sebagai tukang kayu, pedagang kopra dan cengkih dan
dari gaji ibunya sebagai guru agama Azyumardi mendapatkan kesempatan

belajar. Ayah ibunya sadar bahwa menuntut ilmu adalah warisan yang paling

besar yang hanya bisa diberikan kepada anak-anaknya. Dia memulai

pendidikan formal sekolah dasar dan tingkat pertama di daerahnya. Lalu

meneruskan pendidikan PGAN di Padang. Setamat PGAN pada tahun 1975,

Azyumardi sempat bersilang pendapat dengan orang tuanya. la sebenarnya

ingin melanjutkan pada IKIP Padanag jurusan sejarah. Akan tetapi orang

tuanya menginginkan ia sekolah di TAIN Padang saja. Azyumardi Azra

akhirnya mengikuti orang tua kuliah di IAIN, akan tetapi di Jakarta saja. ia

lalu mengambil fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.'

Ja kemudian memperoleh beasiswa Fullbright untuk studi di Columbia

Univercity, New York Amerika Serikat (1986). Dari departemen bahasa-

bahasa dan kebudayaan Timur Tengah ia meraih gelar MA (1988); dari

departemen sejarah pada universitas yang sama, ia memperoleh gelar MA

| Idris Thaha, “Memahami Azyumardi Azra”, dalam Islam Subtantif (Bandung: Mizan,
2000), him. 19-20.
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kedua (1989), Mphil (1990) dan PhD (1992). Disertasintya berjudul The
Transmission of Islamic Reformism to Indonesia; Network of Midle Eastern
and Malay Indonesia “Ulama’ in the seventeenth and Eighteenth Centuries,
(Allen Unwin & AAAS, Fort Coming).2

Selain itu, ia adalah Southeast Asia Fellow pada Oxford Centre for
Islamic Studies, Oxford University (1994-1995); SEASREP Visiting Professor
pada University Malaya dan University of Philippines, Diliman (1997), dan
Internasional Distinguished Visiting Professor pada New York University, dan
The Asia Center, Harvard University (2001). Dia juga menjadi External
Examiner Tesis MA dan Disertasi PhD pada University Malaya, Melbourne

University, Leiden University, International Islamic University, Kuala

Lumpur dan Universitas Indonesia.’

Karir Azyumardi Azra, dimulai ketika ia menjadi dosen IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta pada tahun 1982, dan setelah menggondol Doktor dari
Columbia USA, maka Azyumardi mulai banyak mengajar pada sejumlah
program pasca sarjana di Indonesia. Selanjutnya, ia menjadi guru besar sejarah
pada fakultas Adab, sejak 1977; pembantu rektor I pada tahun 1998, dan

Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, sejak 14 Oktober 1998. Pada masa

kepemimpinannya, status IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara resmi

berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UIN) Syarif Hidayatullah,

Jakarta, sejak 20 Mei 2002.*

2 Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme

Hingga Post Modernisme (Jakarta: Paramadina, 1996), him. 278.

 Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan

Antarumat (Jakarta: Buku Kompas. 2002), him. 252.

4dris Thaha, “Memahami Azyumardi Azra”. .., him. 19-20.
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Selama menjadi mahasiswa di IAIN Jakarta, ia aktif dalam organisasi
intra dan ekstra universiter: Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah
(1979-1982), dan Ketua Umum HMI Cabang Ciputat (1981-1982). Sejak 1979

sampai 1985 ia bekerja sebagai wartawan/redaksi majalan Panji Masyarakat

Ia pernah pula mencoba menempuh karir di LRKN LIP!I antara tahun 1982-

1983, untuk kemudian kembali mengajar di almamaternya, IAIN Jakarta.’

Ja juga menjadi anggota dewan redaksi jurmmal Ulumul Qur’an,

Islamika, Editor in Chief Studika Islamika, wakil direktur Pusat Pengkajian

Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta. Ia juga aktif sebagai pemakalah

dalam berbagai seminar dan kolumnis pada sejumlah media massa nasional

dan intemasional.6

Sejak Desember 2006 hingga sekarang, Azyumardi Azra menjabat

sebagai Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

. Karya-karya Azyumardi Azra

Azyumardi Azra adalah tokoh pemikir yang tidak bisa diam. Obsesinya

sar untuk mengubah pemikiran Islam Indon

a, baik dalam bentuk tulisan artikel dan essai

yang be esia, telah pula ditorehkan

melalui karya-karya jeniusny

yang dimuat diberbagai media massa maupun sejumlah buku yang pernah

diterbitkannya.”

Buku-buku yang ditulis dan diterbitkannya antara lain adalah sebagai

berikut:

5 : n Politik Islam: ..., him. 278.
Azyumardi AZra, Pergolaka

6 Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama..., him. 252.
7 1dris Thaha, «Memahami Azyumardi Azra’. .., him. 23.
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1. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII d
lan
XVIII (Mizan, 1994), yang berasal dari disertasinya yakni tentang studi
i

sejarah yang monumental tentang jaringan para ulama di H
aramain,

Hadramaut dan di Indonesia.

2. Pergolakan Politik Islam: dari Fundalisme, Modernisme, hi
, , hingga

Postmodernisme, (Paramadina, 1996).

3. Renaisans Islam di Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan terpilih
i

sebagai buku terbaik bidang Humaniora dan ilmu-ilmu sosial, Yayasan

buku utama 1999.

4. Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam, Jakarta: Yayasan

Paramadina, 1999.

5. Pendidikan Islam: Toleransi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru,

Esei-esei Intelektual Muslim & Pe
Peradaban; Globalisasi Radikalesme dan Pluralitas

ndidikan Islam (logos Wacana Ilmu).

6. Konflik Baru antar

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
peradaban yang bisa diucegah dengan dialog antar

Buku ini menjelaskan bagaimana

konlik antara

daban. Dalam buku ini dibahas konsep dialog tersebut beserta pola

pera
dan realisasinya.
7. Menuju Masyarakat madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan (Remaja

Rosda Karya)-
mis: Dinamika Gerakan, Pembaharuan dan Intelektual

8. Islam Refo

(Rajawali Pers), pada 2000.
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9. Reposisi Hubungan Agama dan Negara; Merajut Kerukunan A
ntar
Beragama, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002. Buku ini menampilkan

: mpi

bahsan kontemporer Azyumardi Azra, yakni respon agama Islam terhadap
perkembangan gonjang-ganjing politik era reformasi. Gagasan-gag
. -gagasan

ini disampaikan dengan analisa yang tajam ditambah dengan bahan latar
belakang yang lengkap.

10. Buku kumpulan wawancaranya di beberaopa media massa nasional dan

internasional, Islam Substantif- Agar Umat Tidak Jadi Buih (Mizan), li
, liIma

buku terakhir diedit oleh Idris Taha®

Adapun buku-buku hasil editannya:

1. Islam dan Masalah-masalah kemasyarakatan (Pustaka Panjimas, 1983)

Azyumardi sebagai editor.

2. Perspektif Islam di Asia Tenggara (Yayasan Obor Indonesia, 1985)
Azyumardi sebagai editor.
3. Mengenal Ajaran kaum Sufi (Pustaka Jaya, 1984). Azyumardi sebagai

penerjemah.
4. Agama di Tengah Sirkulasi Politik (pustaka Panjimas, 1985). Azyumardi
sebagai pene:jemah.9
Pada tahun 1999, ia menerbitkan dan meluncurkan enam buku:
|. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru;
clektual Muslim & Pendidikan Islam (Logos Wacana Iimu).

Esai-esai Int

Peradaban: Globadlisasi, Radikalisme, dan

i Azyumardi Azra, Konflik Bar Antar
Pluralisme (Jakarta: PT. RajaGraﬁndo persada, 2002), him. 274,
9 1h;
Ibid.
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Renaisans Islam Asia Jenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan, buk
, DUKU ini

terpilih sebagai buku terbaik bidang humaniora dan ilmu-ilm
-ilmu sosial

(Yayasan Buku Utama, 1999).

3. Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan (Remaj
. Ja

Rosdakarya).

4. Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam (Paramadina)

5. Islam Reformls Dinamika Gerakan, Pembaharuan dan Intelektual
ua
(Rajawali pch).l

pada 2000, Ia menerbitkan dan meluncurkan buku kumpulan

beberapa media massa nasional dan internasional: Islam

at Tidak Jadi Buih (Mizan).
pkan tiga manuskrip bukunya berbahasa

wawancara di

Substantif: Agar Um

Saat ini ia sedang menyia
Inggris, yang sudah siap cetak sebuah penerbitan Singapura. Ketiganya

in Indonesia; Continuity and Changes in Modern World;

berjudul Islam
World: dan Islam, Ulama and the State System."!

Islam in MaIaya-]ndonesian

un 2002, ia kembali menerbitkan dan meluncurkan buku-buku

Pada tah
terbarunya, antara lain:
\. Historiografi [slam Kontemporer: Wacana, Aktualisasi, dan Aktor
Sejarah (PT- Gramedia pustaka Utama).

ndidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi.

2. Paradigma Bar¥ Pe
dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat

i Hubungan Islam
pas, 2002)

3. Reposis
(Pencrbit Buku Kom

isi Hubungan Agama..., him. 253.

10 A zyumardi AZ12, Repos
1 Ibid.
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Menggapai Solidaritas: Tensi Antara Demokrasi, Fundamentalisne, dan

Humanisme (Pustaka Panjimas).

Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas

(Rajav_vali Pres).
Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal (Bandung: Mizan)."?

Azyumardi Azra tentang Hubungan Islam dan Negara di

Indonesia
Sebelum sampai pada pemikiran Azyumardi Azra mengenai hubungan

[slam dan negara akan dijelaskan terlebih dahulu pandangannya mengenai
pemikirannya mengenai agama dan politik di era reformasi. Azyumardi
banyak memberikan respon dan mengkritisi agama dalam konteks perpolitikan

dan kemasyarakatan pada era reformasi di mana agama disebutnya sebagai
asalah yang merupakan ekses dari proses

rujukan awal dari berbagai m
ari segi tertentu cenderung “kebablasen”. Menurutnya,

reformasi yang d
bahwa agama sebagai sumber dari berbagai

pengamat memandang

sebagian
g terjadi dalam masyarakat, khususnya di Ambon dan

kerusuhan sosial yan
cara keseluruhan. Men
ai salah satu unifying atau integrating factor, tetapi

dipandang bukan lagi sebag
gap sebagai faktor pemecah belah, sengketa, konflik dan

Maluku se urut Azra, Agama dalam konteks ini,

cenderung diang

1
bahkan pertumpahan dara
., him. 275.
ardi Azra, Kok B oy gama..., him. 30.
13 Reposist Hu ung
Azyu.mal'dl Azra,
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Pada sisi lain, reformasi yang dipahami sebagian kalangan sebagai
“kebebasan” yang tidak lagi mengandung restriksi-restriksi seperti pada masa
orde baru, juga mendorong kristalisasi kelompok atau komunitas-komunitas
tertentu yang berusaha mendapatkan pengakuan dari negara terhadap agama
mereka masing-masing. Perkembangan ini dapat dilihat dengan adanya
gugatan terhadap pembatasan agama-agama menjadi lima yang kemudian
secara resmi diakui negara.'* Selama ini agama yang diakui negara hanya
terbatas pada lima agama, sedangkan yang lainnya sama sekali tidak mendapat

pengakuan sebagai agama, termasuk ajaran Konghucu.

Selanjutnya, dalam era ini juga, agama dijadikan komoditas dalam

perpolitikan dengan mengejar kepentingan sesaat. Hal ini ditandai dengan

munculnya penggunaan simbol-simbol dan konsep-konsep agama khususnya
Islam di kancah perpolitikan Indonesia. Tentu saja fenomena ini menimbulkan

kecemasan sebagian kalangan, baik di kalangan muslim sendiri, maupun di

kalangan non muslim. Kemunculan parpol-parpol Islam, peningkatan aspirasi

di kalangan muslim di propinsi tertentu untuk penerapan hukum Islam dan

terakhir, penggunaan konsep figih siyasah seperti bughat dan jihad di
kalangan para kiai NU untuk mempertahankan Presiden Abdurrahman Wahid

sebelum dilengserkan SI MPR 23 Juli 2001, merupakan beberapa indikator

semakin meningkatnya use and abuse simbolisme dan konsep Islam dalam

politik."’

-
14 Ibid.
15 Ibid.
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Nam iki i
un demikian, perkiraan yang memperhitungkan bahwa dengan
m . .
enggunakan simbol-simbol Islam dapat membangkitkan girah dan menarik
massa pendukung ternyata tidak sepenuhnya benar. Dalam hal ini perl
1 perlu

penerapan syariah menimbulklan komplikasi politis, dan perdebatan legal
> egal-

konstitusional, dan kultural-sosiologis. Kefiga, penggunaan konsep figih
q

siyasah klasik seperti bughat dan jihad gagal mengubah political discourse

Indonesia, sehingga Gus Dur tetap dilengserkan SI MPR.'®

Penggunaan simbolisme dan konsep agama dalam politik Indonesi

ia

dewasa ini, sekali lagi membuktikan agama merupakan potensi penting untuk
n

mengarahkan perkembangan politik. Masalah efektifitas atau inefektifitas

adalah hal lain. Namun, sekali lagi, kecenderungan itu hanya memperkuat
ua

argumen dan analisis semakin banyak ahli tentang kembalinya agama k
e

kancah politik yang merupakan gejala global- yang sebelumnya diteorisasikan

seharusnya kian sekuler.

Gagasan tentang teori sekulerisasi pada dasarnya sangat sederhana.
Intinya, modernisasi pastilah menghasilkan sekulerisasi, karena modemisasi
mesti mengakibatkan kemunduran agama baik pada tingkat sosial komunal
munduran itu pada perkembangannya, mestilah

maupun individua. Ke

kuat dengan penerapan sekuleris
publik, atau lebih tegasnya politik,”

dipe me, di mana hal ikhwal agama
dipisahkan dari urusan

-

16 1bid, him. 31.
"7 Ibid.
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Selanjutnya, pemikiran Azyumardi Azra tentang hubungan Islam dan
negara dapat dilacak dari beberapa komentarnya mengenai bentuk negara
Menurutnya pendirian negara Islam sulit terwujud. Hal ini karena dal

am

konsep Islam tidak ditemukan secara sarih (jelas) mengenai bentuk suatu

negara. Piagam Madinah yang sering dijadikan sebagai titik tolak kelompok

pemikir ini, menurut pendapat Azyumardi Azra hanyalah eksperimen yan
g

menunjukkan pengalaman kenegaraan dalam Islam. Dalam al-Qur’an, hany;
) a

ada prinsip-prinsip dasar bahwa sebuah negara dalam Islam harus bertitik

tolak dari syura. Akan tetapi, bagaimana menerjemahkan syura itu apakah

dengan demokrasi perwakilan atau dengan demokrasi langsung itu masih

interpreteable. Jadi, konsep dan bentuk negara yang baku tidak ada dalam

Islam.”'

Menurutnya, yang justrd lebih penting adalah perlu adanya

pemahaman keagamaan yang komprehensif dan utuh antara Islam dan negara

secara kontekstual sebagaimana terefleksi dalam negara Indonesia yang secara
konstitusional bukanlah negara
gi sekuler. Oleh karena itu, terhadap rekan—rekan Islam

teokrasi Islam, tetapi juga bukan negara yang

menerapkan ideolo

lalu berupaya mengintegras
dak sependapat dengan mereka. Hal ini dikarenakan

yang se ikan Islam dan negara dalam bentuk negara
Islam, Azyumardi fi

pendekatan negara seperti ini pada g
slam. Karena penegakkan syari’ah Islam sebagai

ilirannya hanya mempercepat proses

radikalisasi gerakan [
u inspiring, terlebih kalau dibumbui jihad

konsekuensi negara Islam akan selal

18 A umardi Azra, Islam Substantif (Bandung: Mizan, 2000), him. 140-141.
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dan legitimasi agama. Dialektika proses iniseringkali memunculkan kekerasan

internal atau “circle of terror”” yang sulit dihentikan.” '°

Menurut Azyumardi, pada awal kemerdekaan, Soekarmo sudah

memunculkan faham nasionalisme yang sekuler dengan gagasannya tentang

pemisahan agama dan negara. Sehingga dalam pandangannya Islam adalah

agama yang diwahyukan Tuhan, Islam bukanlah sistem sosial yang mencakup

pengaturan sosial, termasuk di dalamnya masalah politik- namun Islam

memberikan bimbingan bagi kehidupan sosial. 2’ Dengan pandangan ini, maka

wacana relasi agama dan negara menjadi perdebatan sengit antara berbagai

kelompok yakni yang menginginkan pemberlakuan syari’at Islam dan yang

kelompok yang tidak menginginkannya. Sehingga pada akhirnya bentukan
negara pancasila merupakan hasil akhir kompromi politik waktu itu.

Pada fase Indonesia melangkah transisi menuju demokrasi dengan
momentum era reformasi tahun 1998, wacana relasi agama dan negara di

kalangan kaum muslimin Indonesia kembali ramai dibicarakan bahkan sampai
arang ini. Sebagian kalangan Islam politik kembali menggugat bentuk

menginginkan diberlakukannya kembali piagam Jakarta

sek

negara pancasila dan
atau kalau memungkinkan mengusahakan berdirinya negara Islam, sementara
a sisi lain kelompok Islam
dasar Islam sebagai landasan etik dalam kehidupan

pad politik yang moderat lebih menekankan aspek

nilai dan semangat

21
berbangsa dan bernegara.
i AzZTa, ik Baru Antar Peradaban: ..., him. 57-58.
;z A m:g: Azra, ﬁ,’% Baru Antar Peradaban: ..., him. 57-58.
2 pzyumardi AZra, Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara (Bandung: Mizan,

2002), hlm. 236.
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era Reformasi hingga sekarang ini
g ini akan masih “disi
ibukkan” tentan
g

(siyasah).2 2
Ke
ragaman bentuk kenegaraan dan pengalaman politik “negara-nega
” M ] ra
Islam”, menurut Azyumardi Azra dewasa ini selain bersumbe
mber dari

perkembangan pemikiran dan perbedaan
pendapat dikalan
gan para pemikir

politik Muslim tentang hubungan antara dind
an daulah dalam masa
modern,

harus diakui juga banyak dipengaruhi tingkat kedalaman pengaruh B
arat atas

wilayah Muslim tertentu.”

Mempertimbangkan berbagai kecenderungan perkembangan politik
sepanjang tahun 2002 hampir bisa dipastikan, Indonesia akan menempuh jalan
panjang menuju demokrasi keadaban yang berdasarkan pada civility
Demokrasi memang telah
most crucial juncture of its transition to democracy *

berada pada point of no return, tetapi negeri ini kini

berada pada the

Sejauh menyangkut
dak akan berhasil baik jika tidak disertai reformasi d
an

politik, transisi Indonesia menuju demokrasi
i

peradaban jelas ti
transformasi budaya politik.
Azyumardi Azra tawarkan, adalah satu paket dengan

bahkan Reformasi dan transformasi budaya
politik ini, seperti pernah
reformasi sistem politik (constitusional reforms) yang menyangkut peru

musan

z mardi Azra, Reposisi Hubungan Agama..., him. xvi.
2 pzyumardi AZr3, Pergolakan Politik Islam: ..., him. 1-2.
Hubungan Agama..., him. 68.

2 pzyumardi A

zra, Reposisi
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kembali falsafah, kerangka dasar, konstitusi, dan perangkat hukum sist
cm

politik, dan reformasi lembaga-lembaga politik dan masyarakat madani.”

Pada segi lain, transisi Indonesia menuju demokrasi memiliki
iliki

paralelisme pula dengan pengalaman sejumlah negara Afrika. Di Benua Hitam
. I

ini seperti juga di Indonesia meskipun koridor demokrasi telah terbuka lebar.

tetapi praktik-prakﬁk kekuasaan yang sangat personal masih sangat kuat

Bahkan terdapat kecenderungan kembalinya patrimonialisme atau bentuk

bentuk lain tradisionalisme politik seperti mistifikasi politik di lingkung
an

elite politik, baik nasiona
am ekspresi politik Abdurrahman Wahid.*®
da’i atau mubaligh (pendakwah) melaksanakan

| maupun lokal. Gejala-gejala seperti ini juga terlihat

jelas dal

Secara fungsional,

sebagian dari fungsi-fungsi ulama dalam masyarakat Islam. Istilah dari itu
sendiri lebih mengacy kepada fungsi ulama dan bahkan kalangan non ulama
mengetahui sedikit banyak tentang ajaran Islam untuk berdakwah secara
praktis di lapangan. di atas mimbar. Kaum ulama pada umumnya dapat
dikatakan adalah da’i sekaligus, tetapi sebaliknya tidak seluruh da’i dapat
dikatakan ulama. Secara tradisional dan konvensional, ulama dipandang
yang memilki penguasaan mendalam atas ilmu-ilmu

sebagai orang-orang

sialiasasi fungsional dalam kehidupan keagamaan, pada pihak

agama dan spe

Jain.?’
politik termasuk pemilu pembedaan itu

am hubungannya dengan
tidak perlu dan tidak relevan. Kelompok keagamaan

Dal

secara praktis mungkin

25 1pid, him. 71.
26 [pid, him. 72.
27 Ibid.




dan dakwah yang terlibat atau dilibatkan dalam politik atau pemilu bukan

hanya da’i atau mubaligh dalam pengertian sempit, tetapi juga ulama dalam
pengertian tradisional tadi. Dalam berbagai kampanye Pemilu dapat kita
saksikan, misalnya, kehadiran dai atau mubaligj individual atau juga ulama,

khususnya kyai yang menjadi pucuk pimpinan lembaga-lembaga Islam

tertentu, seperti pesantren atau tarekat.?®

Hubungan antara ulama dan politik dalam tradisi Sunni pada dasarnya
bersifat ambigous atau ambivalen. Pada satu pihak terdapat keinginan ideal
untuk menjauhi atau menjaga distansi tertentu dengan politik, tetapi pada
pihak lain karena alasan-alasan politik tertentu, atau kepentingan berdakwah
melalui politik, atau bahkan karena jaring-jaring politik yang sulit mereka
ma merasa perlu terjun ke dalam

g dikemukakan, bahwa pada dasarnya tidak ada

hindari, ula politik. Dalam konteks terakhir,
alasan tambahan bahkan serin
tara agama (din) dengan politik (
gral dari agama, dan karena itu, tidak perlu

pemisahan an siyasah). Di sini politik

dipandang sebagai bagian inte
bahkan periu diceburi.?® Di sini pulalah terlihat hubungan |
dge dan power dalam eksistensi ulama, baik !

jelas antara kmowle
un sebagai kelompok yan

dijauhi, sebaliknya

yang cukup
g mempunyai karakter dan

sebagai individu maup
distingsi sosial yang khas.

Dalam kaitan dengan politik, knowledge yang dimilki ulama,

nsial dapat digunakan tidak hanya untuk

wer yang secard pote
assa guna mewujudkan su

merupakan po
lang dukungan m

atu tindakan atau proses

mengga

28 rpid, him. 75.
? Ibid.
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politik tertentu, tetapi bahkan untuk mendukung suatu sistem politik atau

kekuasaan politik tertentu secara keseluruhan.*

Meski bau keagamaan bisa melekat dalam tindakan politik, seperti

dikemukakan di atas, jelas bahwa pada pihak lain, politik (siyasah) adalah

bidang profan atau keduniaan. Politik secara definisi menyangkut upaya

tersebut, mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan, by any means

necessary, adalah permainan yang melibatkan berbagai macam fricks yang
tidak selalu selaras dengan norma-norma ilahiah atau keagamaan. Di sinilah

terlihat ketegangan konseptual antara norma-norma agama dengan politik
alu dengan mudah dapat didamaikan.”"

i3

yang tidak sel
Karena ketegangan konseptual itu, tak heran jika banyak ulama secara

k dengan memegangi ajaran—ajaran normatif agama berusaha

cukup idealisti
arak dengan politik. Bagi sebagian ulama,

menjauhi diri atau menjaga J
tik akan menyebabkan hilang atau merosotnya

keterlibatan dalam poli

amaan mereka, yang pada gilirannya mengakibatkan lunturnya

integritas keul
an kaum muslim. Tetapi, sikap idealistik itu tidak

keulamaan mereka di hadap

dah dapat dilaksana
erlibatan mereka dalam politik, atau ketika

selalu dengan mu kan, khususnya ketika mereka mendapat

iming-iming tertentu dalam ket
n mesin politik atau birokrasi yang sulit dihadapi

ka berhadapan denga
yang tidak jarang san
ra kerja politik. Di sini
benaran, bahwa jika kekuasaan politik

mere
gat lugu dan, oleh karena itu tidak

penting dicatat sebuah

ami sepenuhnyd €2

memah
menjadi hukum ke

hipotesa yang sering

30 1pid, hlm. 76
31 1bid, him. 76-77-

o=
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kuat, maka hampir bisa dipastikan kekuatan dan bergaining power ulama

menjadi merosot. Sebaliknya jika kekuasaan politik mengalami kemorosotan

dan disintegrasi, maka ulama tampil ke depan untuk mengisi semacam

kevakumam dalam kepemimpinan masyarakat.”

Para penguasa politik, dengan alasan yang tidak terlalu sulit difahami,

enjinakkan” para ulama apakah melalui cara-cara damai

«kooptasi” yang cukup keras kemudian untuk

selalu berusaha “m

atau melalui regimentasi dan
membawa mereka ke dalam jaring-jaring birokrasi. Masuknya ulama ke dalam
jaring-jaring birokrasi apakah secara langsung aau tidak- pada gilirannya
merupakan legimitasi yang sangat penting bagi para penguasa muslim.

tu, kekuasaan mercka men
s. Dan ini sangat krusial bagi kelestarian kekuasaan

Dengan begi dapat legimitasi, dan “berkah” atau

aura keagamaan sekaligu

mereka.
a di tingkat praktis yang mampu menolak

Tidak banyak ulam
“penjinakan”, regimentaSi dan “kooptasi® Yang dilakukan penguasa.
jtu -kalau ada- bahkan kemudian menjadi

Kemungkinan penolakan
bertentangan dengan Kkonsepsi politik yang dikembangkan para pemikir politik
s adalah ulama. Ulama dan pemikir politik

yakannya Sekallgu

yang keban
bahkan memberikan dukungan

Al-Ghazali,

-Mawardi,
penguasa dan kekuasaan politiknya. kaum

Sunni semacam al
g sangat penting bagi
tidak dibenarkan

ir ini dalim, depostik dan ti

teologis yan
memberontak melawan penguasa

mulsim, termasuk ulama,
dak adil. Perlawanan

s imbulkan kekacauan dan anrkhi
i itu hany3 akan menim i
terhadap penguasa sepe

32 tpid, him. 77-




ya akan mengganggu kelancaran dan ketenangan kaum

yang pada gilirann

musli i ; 33 priacs .
uslim dalam menjalankan ibadahnya.™ Prinsipnya, bagi kaum muslim lebih

baik berada di bawah kekuasaan penguasa yang dzalim selagi ia masih
i

membiarkan umat muslim beribadah, ketimbang melakukan perlawanan

terhadapnya yang dipandang hanya akan menimbulkan kekacauan dan anarki

Konsepsi semacam ini tidak hanya memberikan legimitasi kepada

kekuasaan politik betapapun korupnya tetapi juga mendorong terjadi integrasi

engan kekuasaan. Hasilnya, adal
hubungan yang simbiotik antara ulama dengan

ulama d ah bahwa sepanjang sejarah ulama
dan politik Sunni, tercipta

penguasa; saling membutuhkan di antara ked
simbiotik yang bersifat patron-client (hubungan patronase, koncoisme) itu,
uasa memberikan patronase
eagamaan yang diperlukan para penguasa muskim

ua belah pihak. Dalam hubungan

para peng kepada ulama; dan sebaliknya ulama

memberikan legimitasi k

. . .34
yang semakin mengalami profanisast.
Akan tetapi penting dicatat, hubungan patron client antara ulama dan

arus selalu dipandang secara pejoratif atau negatif. Bahkan,

penguasa tidak h

dari hubungan patron-klten inilah dapat dilacak pertumbuhan aspek

kebudayaan dan peradaban Islam _ tertentu: Dengan paironase  yang
misalnya, mengembangkan lembaga-lembaga

an sebagainya. Dengan patronase dan

acam madrasah d

guasa, maka menjadi lebi
iteratur Islam secara lebih baik. Dan

didikan Islam sem
ilitas dari pen
jisan berbagdi |

pen
h mungkin bagi ulama

untuk melakukan penu

-

33 pid, him. 78-
3 Ibid.
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berkat patronase penguasan pula, para penguasa dapat melakukan law

enforcement terhadap berbagai aliran, paham atau praktik keagamaan yan
g

dianggap menyimpang.”’

Pada masa awal Orde Baru, religio-politik partisan seolah-olah

berakhir, khususnya ketika diberlakukannya kebijaksanaan fusi partai-partai:

partai Islam ke dalam PPP, dan partai-partai nasionalis dan Kristen ke

partai-
u, dalam perkembangan PPP selanjutnya, politik

dalam PDI. Tetapi kita tah

dak lenyap, bahkan di dalam PPP
antara berbagai unsur, khususnya antar unsur MI

partisan ti terus menerus terjadi pertarungan

dan konflik kepentingan di

dengan unsur NU.

Sementara itu, pemberlakuan Undang-undang Keormasan yang

rpol dan ormas menganut asas tunggal Pancasila kembali

mewajibkan setiap ©
politik partisan. Dan sebagaimana

h mendorong pemudaran

seolah-ola
gama Munawir Sjadzali,

tu, khususny2a menteri A

argumen kalangan terten
penerapan asas tunggal telah membuka banyak perkembangan positif dalam
i berada di mana-mana, tidak lagi terbatas pada

k Islam. Islam kin
ini dikenal secara tradisional sebagai

politi
kelompok-kelompok yang selama

kelompok Islam-
. pagaimanapun kekuatan Islam di Indonesia terlalu besar
tu, bisa dipahami dengan mudah jika ketiga

.

gkul [slam melalui para ulamanya, apakah dengan

usus untuk ulama atau merangkul mereka

orpol perusaha meran

membentuk sub—organisaSi kh

-

35 1pid, him. 79-




lembaga Islam yang mereka pimpin, khususnya pesantre
n

melalui lembaga-

dan organisasi tarekat. Hasilnya, pemilu pasca asas tunggal kembali
ali

memunculkan religio-politik partisan yang tidak jarang diwarnai “
perang
dan “perang hadis” dengan berbagai dampak negatif yang dihasilkannya

uraian di atas, Azyumardi Azra berpendapat bahwa

ayat

Dengan melihat
semacam ini dengan sekaligus mempertimbangkan posisi dan

fungsi ulama itu sendiri, selayaknyalah ulama tidak terlibat dalam politik,

politik praktis itu adalah pol
libat dalam politik, seharusnya itu adalah dalam

kenyataan

apalagi jika itik partisan, seperti digambaran di
atas. Jika ulama tetap ingin ter

kerangka high politics, politik moral yang ind

yang dalam praktikny

ependen, yang mengatasi low

politics a tak jarang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran
ulama kelihatannya akan dapat memainkan

Islam. Melalui high pokitics,

secara lebih efektif s¢
polmc tadi sehingga bi

peranannya bagai moral force (kekuatan moral) yang
akan membimbing /0% sa berkembang lebih sesuai
-ajaran Islam dan K
njukkan sejak zaman S
patronase inilah akhimya kepatuhan politik

dengan ajaran kepentingan umat Islam secara kesel urahan
patronase ini ditun oekarno dan Socharto. Pada
masa orde reformasi, karena sifat

jadi berpindah dari ord

atif dan kondisional. Artinya, satu

e baru ke orde reformasi.

ulama kepada

Hal ini karena kepatuh
a tidak patuh kepada

lama) berhak

patuh, dan berhak pul

kondisi umat (u

penguasa pada Kondisi 1ain-

-
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Kepatuhan inilah yang sering menjadi faktor penyebab mengapa umat
Islam yang mayoritas tidak mampu bersuara dan mudah disetir oleh

kepentingan penguasa yang kurang mendukung usaha penciptaan masyarakat

yang adil dan demokratis. Usaha agar umat t
ah selesai digagas, bahkan, seiring perkembangan

idak menjadi buih selalu menjadi

agenda yang tidak pern

zaman, wacana inipun berkembang. Keinginan menciptakan masyarakat yang

berkeadilan di bidang sosial, di kalangan umat Islam, akhirnya menciptakan

yang berbeda haluan.

dua gagasan
tukan masyarakat Islam dengan menciptakan

Pertama, teori pemben
ini dilatarbelakangi penarikan argumen bahwa Islam

negara Islam. Gagasan
iliki tatanan paling komplet, di bidang ritual,

adalah agama sempurnad dan mem
k di mana ajarannya harus di
yang legal-formal di mana masyarakat

sosial, maupun politi terapkan secara menyeluruh
tuk tatanan kelembagaan
akan terwujud jika dituangkan
muslimlah yang memiliki otoritas untuk

dalam ben
dalam bentuk negara

[slam yang ideal baru

Islam. Teori ini berpandangan;
arakat, bukan golongan atau

ena radikalisme dan klaim kebenaran

kaum
pemeluk agama lain.

g kendali masy
dian adalah fenom
m menjadi agama yang keras,

memegan

Yang muncul kemu
mensubordinasi

uruk citra Isla

yang memperd
agama ain.”’
o litas penguasaan dengan
- diinginkan adalah tota g
Memang jika Yan&
ktif adalah negara Islam, tetapi

g pa]ing efe

dak mungkin tervujud. Pendapat it

slam, bentuk Y27

perlu dihadapkan

_____/ 40-141.
. [sla]ﬂ verd hlm. l




dengan klaim bahwa tidak [mungkin] ada negara Islam dalam konsep Islam itu

sendiri. Piagama Madinah yang sering dijadikan sebagai titik tolak kelompok

pemikir ini, menurut Azyumardi Azra, hanyalah eksperimen yang

menunjukkan pengalaman kenegaraan dalam Islam. Dalam al-Qur’an, hanya

ada prinsip-prinsip dasar dasar bahwa sebuah negara dalam Islam harus

bertitik tolak dari syuré. Akan tetap

an demokrasi representasi atau dengan demo

i, bagaimana menerjemahkan syura itu

krasi langsung

apakah deng
Dengan demikian konsep dan bentuk negara

terserah kepada penafsirannya.
am Islam.””

yang baku tidak ada dal
teori pembentukan masyarakat Islam di mana Islam diposisikan

Kedua,
aan dan keadilan yang dapat berjalan bersama

sebagai agama kemanusi

komponen masyarakat lainnya sekalip
membebaskan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai

un berbeda agama. Islam ditampilkan

dalam wujud yang inklusif,
dapat terjadi pada m
jompok ini adalah tipologi pemikiran kaum

toleransi. Pendapat ini asyarakat yang sekuler, plural, dan
1. T ermasuk dalam ke

S, kclOmP0k [slam li
politik haruslah selalu mengacu kepada

kontekstua
beral, dan postradisionalis.”

modernis, neo-moderni
Strategi Islam

ana kekuasaan b
a keadilan. Moralitas kekuasaan telah

Idealnya,
arus dioperasikan sesuai dengan

kekuasaan, di m

moralitas
dan demi togak™y

kehendak Allah
lam al-Qur 3™

dikatakan da
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Tuhan, pemilik segala kekuasaan, En

kekuasaan siapapun yang Enghkau kehendaki, dan Ei?kl;:n l;ferahzn

kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan s'gap .

yang Enghkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun  yan, Epapun

kehendaki. Di tangan-Mu sajalah segala kebaikan. Sesungguhnyg Engkau

Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS. Ali-Imran: 26) a Enghau

Berdasarkan ayat tersebut,
uasaan yang mementingkan kepemimpinan otentik,

“Katakanlah: ‘Wahai

mengungkapkan bahwa pentingnya

menegakkan moralitas kek
baik dari segi wawasan kenegaraan mau
itmen moral kemasyarakatan atau civic morality. Tanpa kepemimpinan

komunitas politik vertika
seruan membangun kembali ekonomi nasional

pun, lebih-lebih lagi, dari segi

kom
| atau horizontal dan tidak efektif

yang otentik ity,

atau bahkan macet, sehingga

pan dan pengorbanan umum tidak akan mendapatkan

dengan ajakan keprihati

g diperlukan.”
ardi Azra dalam upaya mewujudkan potensi-potensi

{ kenyataan yang aktual, terdapat beberapa

sambutan yan

Menurut AZyum
umat Islam menjad
iki dna dikemban
nar-benar menjadi faktor penting dalam

yang dimiliki
gkan kaum Muslimin, sehingga

prasyarat yang harus dimi'

menentukan
i antara keimanan dan ibadah dengan

konsistcns

adanya

Pertamda,
pastikan, sebagian besar Kaum

in. Hampir bisa di
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Muslimin percaya sepenuhnya kepada kebenaran Islam, dan karena itu

melakukan berbagai ibadah yang diperintahkannya.

Kedua, adanya kesatuan visi dan misi di antara kaum Muslim itu

sendiri. Kesatuan ml tidak harus diterjemahkan sebagai kesatuan organisasi

khususnya partai politik.
Ketiga, adanya keyakinan diri atau konfidensi kaum Muslimin, bahwa

mereka sendiri mampu melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk

kemaslahatan Islam dan Umat Muslimin, tetapi juga bangsa dan negara.

Keempat, aktualisasi nilai-nilai substantif Islam ke dalam kehidupan

sosial, politik dan kemasyarakatan. Di antara nilai-nilai substantif Islam yang

sangat relevan dan instrumental dalam pembentukan Indonesia baru yang
lebih madani dalam masa pasca-Soeharto adalah keadilan (‘ adalah),

kesetaraan (musawal), musyawarah (syard), toleransi (tasamub), kepatuhan

kepada hukum (law and order), dan scbagainya.

Kelima, alokasi peran yang lebih harmonis dan berimbang. Dengan

kata lain, pendekatan politik (political approach) untuk memajukan

kepentingan kaum Muslimin, yang sekarang ini menemukan momentum
b

sepatutnyalah tidak mengorbankan pendekatan kultural (cultural approach)

yang dalam dua dasawarsa terakhir telah memberikan kontribusi penting bagi
kesemarakan Islam di negeri ini.

Lebih lanjut menurut Azyumardi Azra memang tidak mudah prasyarat-
prasyarat itu untuk diwujudkan, tetapi tidak mungkin tidak untuk diusahakan.

Karena itu, kita harus mulai mewujudkannya, meskipun dalam bentuk-bentuk




71

yang sederhana. Tanpa keberanian memulai dan komitmen untuk

mewujudkannya, maka kita hanya terjebak dalam obsesi-obsesi yang ilusif.*'

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pandangan Azyumardi
Azra tentang tinjauan terhadap hubungan antara Islam dengan politik dan
sistem kenegaraan pada masa-masa awal Islam mengungkapkan fakta sejarah
yang sangat kaya sekaligus sangat komple
I, Islam adalah sebuah sistem kepercayaan di mana agama

ks. Seperti argumen banyak pemikir

Muslim tradisiona
k. Dengan ini, dalam realitasnya,

mempunyai hubungan erat dengan politi

komunitas Islam bersifat spiritual sekaligus temporal sekaligus negara. Islam
memberikan pandangan dunia dan kerangka makna bagi hidup individu

maupun masyarakat, termasuk

dalam bidang politik.




HUBUNGAN ISLAM O
DAN NEGARA DALAM
PERSPEKTIF
AZYUMARDI AZRA SPE

Analisis Pemikiran Azyumardi Azra Tentang Hubungan Isl d
am dan

Negara
Islam dan politik (al-din wa al-daulah) dalam Islam m
erupakan

diskursus klasik, tetapi selalu aktual dan menjadi perbebatan akad
emik di

kalangan para uiama. Pencarian dasar-dasar bagi upaya konseptualisasi relasi
I asi

agama dan negara ataupun Islam dan politik selalu saja menghiasi lemb
aran

kitab-kitab baik klasik maupun kontemporer. Islam bukanlah agam
a yang

hanya mementingkan persoalan keagamaan yang bersifat ritual saja. Lebih
. Lebi

dari itu, Islam merupakan sistem ajaran yang menyentuh seluruh dimensi
€nsi

kehidupan manusia.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negeri yang mayoritas
pembentukannya adalah bagaimana

berpenduduk muslim pada awal

mendudukkan agama dalam kehidupan bernegara. Dalam pandangan Deli
elier

Noer, Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarak
at

ik. Akan tetapi, untuk mengartikulasikan dua aspek pokok terseb
ut

atau politik-.
dalam realitasnyd menjadi suaty problem tersendiri ke
Begitu pula ketika Indonesia membangun hubungan antara agama dan
politik. Kesulitan ini pernah diungkapkan oleh Zifirdaus Adnan sebagaimana
dikutip Bactiar Efendi, la menjefaskan bahwa hubungan ini begitu sulit sebab

I Rjdwan, Islam Komekslyal Peﬂaulan Dialektis Teks den,
et v 5008), him igan Konteks (Purwokerto:
dem Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 19
96),

STAIN Purw
2 peliar Noer, Gerakan Mo

him. 1.

12
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terdapat dua arus besar: Pertama, kelompok yang menghendaki adanya kai
a kaitan

formal antara Islam dan negara, baik dalam bentuk negara Islam, Isl
, Islam

sebagai negara, atau negara yang memberlakukan Islam. Kedua, kelompok
. mpo

yang menentang kaitan antara Islam dan negara dalam bentuk ap
: apun.

Hubungan yang tidak harmonis ini terutama disebabkan oleh perbedaa
n

pandangan para pendiri republik ini, yang sebagian besar muslim, mengenai
s al

Indonesia yang dicita-citakan. Salah
ara Indonesia bercorak Islami atau nasionalis.’

satu butir terpenting dalam perbedaan di

atas adalah apakah neg
ya dengan hubungan an

sekulerisasi dan desakralisasi dalam kehidupan

Kaitann tara Islam dan negara ini, Nurcholis
Madjid tetap dengan gagasan
urutnya mengandung semangat d
plikasi penolakan terhadap gagasan negara

politik yang men emokratisasi, dan dalam

itu pula membawa im

konteks
negara Islam yang pernah kuat muncul di masa

[slam. Menurutny3, gagasan

lalu adalah Kecenderungan yane persifat apologetik. Sikap aplogetik ini
| dari dua gisi. Pertama, kemunculannya adalah apologi terhadap

Barat, seperti demo
berupa ideologi-ideologi tersebut direspon dalam

muncu
krasi, sosialisme, komunisme dan lain

ideologi-ideologi
:va. Invasi kultural

ideologi politis Yang
uangan Islam politik yang mencita-citakan

menurut Nurcholis melahirkan

apresiasi yang bersifat

perujung pada PCU

pandangan yang
legalisme atau figihisme telah membawa

ikiran negara Islam. Belajar dari sejarah

Transformasi Pemikiran dan Prakiek Politik di

Negara,

. « Jslam dan
3 Bahtiar .Effendl; 5 1998), i, viil- |
a politik Jslam Reformasi, (Jakarta: Paramadina, 1999)




10.

sosiologi dan antropologi politik I[ndonesia, Nurcholis menemukan elemen

kunci bahwa akar ketegangan antara Islam dan negara, dan konflik-konflik

ideologi berbasis keagamaan lebih disebabkan oleh model pemahaman Islam

yang bersifat legal foxmalistik yang menggambarkan Islam itu adalah struktur

dan kumpulan hukum.’
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